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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaima 

mekanisme dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan 

Pemusyawaratan Dusun. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur 

pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarana Jaya 

kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan 

pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya 

kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun, metode yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah jenis penelitian langsung atau yuridis empiris dengan 

melakukan wawancara. Serta bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah 

kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun. 

Dan hasil penenlitian yaitu pada pelaksanaan pengisian keanggotaan badan 

pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten 

Bungo diatur oleh peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan 

Permusyawaratan Dusun. Semua Masyarakat patuh dan tunduk terhadap peraturan 

daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang dusun tersebut. Sehingga pelaksanaan 

pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan dusun tahun 2022 dilakukan sesuai 

dengan mekanisme pada Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 pasal 15 

ayat (2) huruf a tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Kemudian terdapat 

kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020, 

beberapa kendala dalam pelaksanaan pengisian ialah sosialisasi, kampanye, dan  

pendaftaran bakal calon anggota badan pemusyawaratan desa. 

 

 

Kata kunci:Dusun Sarana Jaya, Badan Pemusyawaratan Desa, Peraturan Daerah 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to find out and analyze the mechanism for filling out the 

membership of the Hamlet Consultative Body based on Bungo regional regulation 

number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. With the problem 

formulation, namely what is the procedure for filling in the membership of the 

Village Consultative Body in Sarana Jaya Village, Bathin III subdistrict, Bungo 

district, based on Bungo Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 and what 

are the obstacles in the implementation of filling in the membership of the Hamlet 

Consultative Body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III district, Regency Bungo Based 

on Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Hamlet Consultative 

Councils, the method used in this thesis is direct or empirical juridical research by 

conducting interviews. And the legal material used is Bungo Regency Regional 

Regulation Number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. And the 

results of the research are that the implementation of filling in the membership of 

the hamlet consultative body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III subdistrict, Bungo 

district is regulated by Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the 

Hamlet Consultative Body. All communities obey and comply with Bungo regional 

regulation number 4 of 2020 concerning the hamlet. So that the implementation of 

filling out the membership of the hamlet consultative body in 2022 is carried out in 

accordance with the mechanism in Bungo Regional Regulation number 4 of 2020 

article 15 paragraph (2) letter a concerning the Hamlet Consultative Body. Then 

there are obstacles that occur in the implementation of filling out the membership 

of the Village Consultative Body based on Bungo regional regulation number 4 of 

2020. Some of the obstacles in the implementation of filling in are socialization, 

campaigning and registration of prospective members of the village consultative 

body. 

 

Keywords: Sarana Jaya Hamlet, Village Consultative Body, Regional Regulations 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peengaturan teentang peembagian wilayah Neegara Reepublik Indoneesia yaitu 

yang teermuat di dalam UUD Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 1945 Pasal 18 

Ayat (1) beerbunyi : Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia dibagi atas dae erah-

daeerah provinsi dan dae erah provinsi itu dibagi atas kabupate en dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupate en, dan kota itu meempunyai peemeerintahan daeerah, 

yang diatur oleeh undang-undang. 

Keemudian wilayah provinsi te erdiri atas wilayah kabupate en dan kota yang 

meerupakan bagian dari ne egara keesatuan Reepublik Indoneesia. Adapun tujuan 

dari peembagian wilayah ne egara agar peenyeeleenggaraan peemeerintahan leebih 

eefeektif meengingat luasnya wilayah ne egara Indoneesia. Deengan adanya 

peembagian itu dae erah dibeerikan keeweenangan dalam me engurus rumah 

tangganya seendiri meenurut prinsip otonomi, de ekonseentrasi, deeseentralisasi. Dan 

tugas bantuan. Seebagaimana yang teelah diteentukan dalam Pasal 18 ayat (2): 

Peemeerintahan daeerah provinsi, daeerah kabupateen, dan kota meengatur dan 

meengurus seendiri urusan pe emeerintahan me enurut asas otonomi dan tugas 

peembantuan.  

Seesuai asas Deeseentralisasi, daeerah meemiliki keeweenangan meembuat 

keebijakan daeerah untuk me engatur urusan peemeerintahannya se endiri. 

Keeweenangan daeerah meencakup seeluruh keeweenangan dalam bidang 
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peemeerintahan, ke ecuali bidang politik luar ne egeeri, peertahanan, keeamanan, 

yustisi, moneeteer dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ke eteentuan  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014. 

Urusan wajib yang me enjadi keeweenangan daeerah diatur dalam ke eteentuan 

Pasal 13 dan Pasal 14 yang te elah diatur leebih lanjut deengan PP No. 38/2007 

teentang Peembagian Urusan Pe emeerintahan antara Peemeerintah, Peemeerintah 

Daeerah Provinsi, dan Pe emeerintah Kabupateen/Kota. Dalam rangka 

peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Daeerah, Peemeerintah juga te elah meeneetapkan PP 

No.41/2007 teentang Organisasi Pe erangkat Daeerah. Untuk meenjalankan urusan 

peemeerintahan daeerah seebagaimana dimaksud dalam Pe eraturan Peemeerintah 

teerseebut, Peemeerintah Daeerah meemeerlukan peerangkat  peeraturan peerundang‐

undangan. 

Dalam peemeerintahan Provinsi te erdapat peemeerintahan kabupateen/kota dan 

di dalamnya peemeerintahan keecamatan dan peemeerintahan paling bawah adalah 

peemeerintahan Deesa. Peengaturan teentang Peemeerintahan Deesa dalam Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peemeerintahan Deesa: Beerdasarkan Pasal 1 angka 

1 deesa adalah: 

“Deesa adalah deesa dan deesa adat atau yang dise ebut deengan nama lain, 

seelanjutnya diseebut Deesa, adalah keesatuan masyarakat hukum yang 

meemiliki batas wilayah yang be erweenang untuk me engatur dan meengurus 

urusan peemeerintahan, keepeentingan masyarakat se eteempat beerdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam siste em peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik 

Indoneesia.” 

 

Dalam Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016  

teentang Dusun beerdasarkan Pasal 1 angka 9 Dusun adalah : 
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“Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang dise ebut deengan nama 

lain, seelanjutnya diseebut Dusun adalah ke esatuan masyarkat hokum yang 

beerweenang untuk meengatur dan meengurus urusan peemeerintah, 

keepeentingan masyarakat se eteempat beerdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

systeem peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia.” 

 

Dalam buku yang be erjudul “Deesa” Sutardjo Kartohadikusumo 

meendeefisinikan deesa “Deesa suatu keesatuan hukum di mana be erteempat tinggal 

suatu masyarakat yang be erkuasa meengadakan peemeerintahan seendiri”.1 HAW 

Wijaya juga meendeefinisikan bahwa:  

“Deesa adalah keesatuan masyarakat hukum yang me empunyai susunan asli 

beerdasarkan hak asal usul yang be ersifat istimeewa. Bahkan, jika dite elusuri 

dari seejarah dari seejarah keebeeradaan deesa-deesa di Indoneesia, maka dapat 

dikeetahui, bahwa deesa meerupakan daeerah otonom te ertua”2 

 

Peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa meerupakan subsiste em dari siste em 

peenyeeleenggaraan peemeerintah neegara, seehingga deesa meempunyai 

keeweeweenangan untuk me engatur dan meengurus keepeentingan masyarakat. Sama 

halnya deengan tingkat daeerah maupun pusat di dalam me enjalankan 

peemeerintahan di bantu dan be ekeerja sama deengan badan eekseekutif maupun 

leegistalif deengan adanya peembagian keekuasaan3 

Beerkaitan deengan keebeeradaan deesa atau peembeentukan deesa meenurut 

Hilman Hadikusumo di dalam Dasril Radjab be erpeendapat: "bahwa pada waktu 

itu deesa dibeentuk beerdasarkan peerseekutuan hukum adat baik ge eneeologis 

                                                             
1Sutardjo Kartohadikusumo, Desa, Sumur Bandung, Bandung, 1965, hlm.21 
2Widjaja. HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3. 
3Ibid hlm.4 
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maupun teeritorial, masing-masing deesa itu teelah meempunyai harta ke ekayaan 

deesa, baik beerupa tanah, bangunan, utang piutang dan lainnya".4 

Seelanjutnya pada Peerda Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016 

beerdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud de engan Peemeerintahan Dusun 

adalah: peenyeeleenggaraan urusan pe emeerintahan dan keepeentingan masyarakat 

seeteempat dalam siste em peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia. 

Dalam peelaksanaan peeme erintahan deesa, Badan Peermusyawaratan Deesa 

meerupakan peenyeeleenggaraan peemeerintahan  deesa yang meempunyai peeran yang 

sangat peenting dalam peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa. Deengan adanya 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pe elaksanaannya 

meenceerminkan otonomi asli de esa, deemokratisasi, partisipasi dan 

keeaneekaragaman seebagai landasan peemikiran deesa. 

Badan Peermusyawaran Deesa (BPD) meerupakan salah satu unsur yang 

sangat peenting seerta meemiliki peeran aktif dalam pe elaksanaan peemeerintahan 

deesa. Badan Peermusyawaratan Deesa yang seelanjutnya disingkat BPD atau yang 

diseebut deengan nama lain adalah Le embaga yang meelaksanakan fungsi 

peemeerintahan yang anggotanya me erupakan wakil dari pe enduduk Deesa 

beerdasarkan keeteerwakilan wilayah dan dite etapkan seecara deemokratis. 

Adanya Badan Pe ermusyawaratan Deesa (BPD) ini dianggap seebagai 

wujud keeteerlibatan masyarakat dalam pe enyeeleenggaraan peemeerintahan di 

                                                             
4 Dasril Radjab,”Aspek hukum Tanah Kas Desa (TKD) Dalam sistem UUPA Dan 

Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II 

Batanghari”, Tesis Program Pasca-Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm.1-2, 

https://ejournal.unesa.ac.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 17.23 WIB 
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tingkat deesa seerta seebagai wujud Indoneesia seebagai Neegara Deemokrasi. Badan 

PeermusyawaratanDe esa (BPD) juga meerupakan salah satu pilar de emokrasi di 

tingkat Deesa.Seelain itu Badan Peermusyawaratan Deesa meerupakan mitra keerja 

Keepala Deesa beeseerta aparatur peemeerintah deesa dalam meelakukan peenataan 

Deesa. 

Meengingat peentingnya keebeeradaan BPD ini dalam pe elaksanaan 

peemeerintahan dusun di se eluruh dusun yang ada di Provinsi Jambi, teermasuk 

Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III Kabupateen Bungo, beerdasarkan 

Peerda Kabupateen  Bungo pasal 4 Nomor 4 Tahun 2006 Teentang BPD, adalah : 

BPD meempunyai tugas dan weeweenang: 

1. Meembahas rancangan Pe eraturan Deesa beersama Keepala Deesa; 

2. Meelaksanakan peengawasan peelaksanaan peeraturan deesa dan 

peeraturan keepala deesa; 

3. Meengusulkan peengangkatan dan peembeerheentian keepala deesa;  

4. Meembeentuk panitia peemilihan keepala deesa; 

5. Meengggali, meenampung dan meenghimpun, meerumuskan dan 

meeyalurkan aspirasi masyarakat; 

6. Meenyampaikan laporan ke erja keepada masyarakat 

7. Meenyusun tata teertib BPD 

 

Keemudian Pasal 6 me engatur teentang hak BPD se ebagai beerkut : 

1. Meengajukan rancangan pe eraturan deesa;  

2. Meengajukan peertanyaan; 

3. Meenyampaikan usul dan peendapat 

4. Meemilih dan dipilih; dan 

5. Meepeeroleeh tunjangan 

 

Dalam Peerda Kabupateen Bungo Pasal 85 te entang Dusun BPD   

meempunyai  fungsi:  

1. meembahas dan me enyeepakati rancangan Pe eraturan Dusun be ersama 

Rio, 

2. meenampung dan me enyalurkan aspirasi masyarakat Dusun, dan 

3. meelakukan peengawasan keerja Rio. 
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Hubungan keerja antara Keepala Deesa deengan Badan Peermusyawaratan 

Deesa meenurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 te entang Deesa dapat 

dijeelaskan peengaturannya seebagai beerikut: 

1. Keepala Deesa dan BPD meembahas dan meenyeepakati beersama 

Peeraturan Deesa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014. 

2. Keepala Deesa dan BPD meemprakarsai peerubahan status Deesa 

meenjadi Keelurahan meelalui musyawarah Deesa, yang diatur pada 

Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, 

3. Keepala Deesa meembeerikan laporan peenye eleenggaraan Peemeerintahan 

seecara teertulis keepada Badan Peermusyawaratan Deesa, hal ini diatur 

dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. 

4. Badan Peermusyawaratan Deesa meembeeritahukan keepada Keepala 

Deesa meengeenai akan beerakhirnya masa jabatan Ke epala Deesa seecara 

teertulis eenam bulan seebeelum masa jabatannya be erakhir, hal ini 

diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undangundang Nomor 6 tahun 2014 

5. Keepala Deesa meengajukan Rancangan Anggaran Pe endapatan dan 

Beelanja Deesa dan meemusyawarahkannya beersama Badan 

Peermusyawaratan Deesa, dijeelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014, 

6. Keepala Deesa dan Badan Peermusyawaratan Deesa meembahas 

beersama peengeelolaan keekayaan milik Deesa, dijeelaskan dalam Pasal 

77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. 

 

Hubungan BPD deengan Keepala Deesa sangat peenting oleeh kareena itu 

haruslah seelaras dan seejalan seebagai mitra keerja dalam pe emeerintahan deesa, 

harus saling meendukung dan tidak bole eh meeniadakan teerutama dalam hal 

meeneentukan arah keebijakan dalam peembangunan deesa. Seelain itu BPD harus 

bisa meenjadi pilar utama dan je embatan koordinasi ke erja peemeerintah deesa dan 

masyarakat dalam meenyalurkan aspirasi. Ole eh kareena itu peemilihan BPD 

haruslah dijalankan se esuai deengan peeraturan yang beerlaku dan tidak bole eh 

dilakukan peemilihan seembarangan. 

 Badan Peermusyawaratan Deesa (BPD), meerupakan wakil dari pe enduduk 

Deesa beerdasarkan keeteerwakilan wilayah dan ke eteerwakilan peereempuan yang 
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peengisiannya di lakukan se ecara deemokratis meelalui prosees peemilihan seecara 

langsung atau musyawarah pe erwakilan. 

Prosees peengisian anggota Badan Pe ermusyawaratan Deesa (BPD) seecara 

deemokratis (deemokrasi eeleectoral) dalam konte eks politik lokal di tingkat deesa 

sangatlah peenting dikareenakan dapat meempeengaruhi kineerja Badan 

Peermusyawaratan Deesa (BPD) yang sangat be erkualitas dan be erinteegritas. 

Adapun dampak atau implikasinya jika peengisian anggota BPD tidak 

deemokratis yaitu kine erja anggota BPD tidak beerkualitas dan tidak beerinteegritas, 

yang seeharusnya meengawasi kineerja keepala deesa akan beerbalik arah yaitu 

meenjadi partneer seehingga tidak ada peengawasan teerhadap kineerja keepala deesa.  

 Peeraturan Meenteeri Dalam Neegeeri Nomor 110 tahun 2016 teentang 

Badan Peermusyawaratan Deesa di Pasal 9 me enjeelaskan bahwa pe engisian 

anggota BPD dilaksanakan ole eh panitia yang di te etapkan deengan keeputusan 

Keepala Deesa. Panitia seebagaimana yang di maksud paling banyak be erjumlah 

11 orang yang teerdiri dari unsur pe erangkat deesa paling banyak 3 (tiga) orang 

dan unsurmasyarakat paling banyak 8 (de elapan) orang Unsur dari Masyarakat 

ini meerupakan peerwakilan dari wilyah peemilihan. 

 Pasal 3 meenjeelaskan, tujuan peengaturan BPD untuk me empeerteegas 

peeran BPD dalam pe enyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa, meendorong BPD agar 

mampu meenampung dan me enyalurkan aspirasi masyarakat Deesa, seerta 

meendorong BPD untuk meewujudkan tata keelola peemeerintahan yang baik di 

Deesa. 
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Pasal 5 meenje elaskan juga bahwa jumlah anggota BPD paling se edikit 5 

orang dan paling banyak 9 orang. Se edangkan dalam Pasal 6 me eneerangkan 

bahwa peengisian keeanggotaan BPD dilakukan be erdasarkan keeteerwakilan 

wilayah, dan keeteerwakilan peereempuan. 

Adapun yang dimaksud de engan peengisian anggota BPD be erdasarkan 

keeteerwakilan wilayah yakni dilakukan untuk meemilih calon anggota BPD dari 

unsur wakil wilayah pe emilihan dalam Deesa. Dan jumlah anggota BPD dari 

masing -masing wilayah dite etapkan seecara proposional de engan meempeerhatikan 

jumlah peenduduk deesa. 

Seedangkan teerkait deengan keeteerwakilan peereempuan dijeelaskan untuk 

meemilih satu orang peereempuan seebagai anggota BPD. Wakil peereempuan adalah 

peereempuan warga deesa yang meemeenuhi syarat calon anggota BPD se erta 

meemiliki keemampuan dalam me enyuarakan dan meempeerjuangan keepeentingan 

peereempuan. 

BPD meemiliki fungsi se ebagai peenyalur aspirasi masyarakat de esa dan 

meemiliki tugas me enggali aspirasi masyarakat de esa. BPD dipilih me elalui dua 

cara yaitu deengan musyawarah ke eteerwakilan dan peemilihan langsung. De engan 

adanya peemilu masyarakat di be eri weeweenang dalam meemilih calon pe emimpin 

eekseekutif maupun leegislatif seecara langsung.  

Beerdasarkan uraian latar be elakang teerseebut, peenulis teertarik untuk 

meelakukan peeneelitian ilmiah dalam be entuk skripsi de engan judul: 

“Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di 

Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah prose edur peelaksaan peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo? 

2. Bagaimanakah keendala-keendala dalam pe elaksanaan peengisian keeanggotaan 

Badan Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo? 

C. Tujuan Penelitian   

1. Untuk meengeetahui bagaimanakah prose edur peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo  

2. Untuk meengeetahui dan me enganalisis bagaimanakah ke endala-keendala dalam 

peelaksanaan peengisian keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III Kabupate en Bungo 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat seecara teeoritis, hasil peeneelitian beermanfaat seebagai titik tolak dalam 

peeneelitian leebih lanjut di bidang Hukum Tata Neegara khususnya meengeenai 

tinjauan yuridis e empiris meengeenai peengisian keeanggotaan BPD me enurut 

peeraturan daeearah dan seekaligus meembeerikan sumbangan pe emikiran dan 

untuk meele engkapi bahan pustaka guna pe engeembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat seecara praktis, hasil pe enulisan ini dapat dijadikan bahan 

peertimbangan atau masukan bagi para praktisi hukum atau pe embaca yang 

umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Unive ersitas Jambi jurusan Hukum 

Tata Neegara, yang ingin me empeerdalami peemahaman teerhadap proseedur 
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peemilihan seerta keendala-keendala dalam peengisian keeanggotaan BPD 

beerdasarkan peeraturan daeerah 

E. Kerangka Konseptual 

Guna meemahami maksud yang te erkandung dalam pe enulisan skripsi ini, 

peenulis akan meenje elaskan beebeerapa peengeertian dan istilah-istilah yang 

digunakan dalam skripsi ini te erutama istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi yaitu seebagai beerikut: 

1. Peengisian 

Peengisian yang dimaksud disini ialah pe engisian  jabatan, me enurut Useep 

Ranawijaya seecara umum peengisian jabatan dibeedakan meenjadi 2 (dua) cara, 

yaitu deengan cara otorite er dan cara deemokrasi.5Peengisian seecara Otoriteer 

adalah peengisian yang dilakukan di mana anggota pe enguasa atau peejabat 

neegara diteetapkan oleeh seegeelintir keecil peemeegang keekuasaan neegara dan 

diambilkan dari lingkungannya se endiri.6 Peengisian deengan cara yang seepeerti 

ini, akan meengindikasikan bahwa tidak akan ada keeikutseertaan rakyat dalam 

seetiap proseesnya. Seedangkan untuk peengisian seecara deemokrasi peeneetapan 

peejabat diteempatkan dalam suasana ke ekuasaan rakyat yang didasarkan pada 

prinsip bahwa tidak ada urusan ne egara yang beerada di luar jangkauan 

keedaulatan dari rakyat.7 

 

 

                                                             
5Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia : Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983, hlm.211 
6Ibid hlm.213 
7Ibid hlm.214 
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2. Keeanggotaaan 

J.J Rousseeau meengartikan keeanggotaan seebagai individu yang te elah 

beergabung dalam pe erjanjian sosial untuk me embeentuk masyarakat deengan 

aturan-aturan yang te elah diseetujui Beersama. 8  Seedangkan Monteesquieeu 

meengartikan keeanggotaan seebagai individu yang me enjadi bagian dari 

struktur peemeerintahan yang diatur ole eh prinsip-prinsip peemisahan 

keekuasaan dan peerjanjian sosial.9 

3. Badan Peermusyawaratan Deesa 

Beerdasarkan Peerda Kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 2006 Te entang BPD. 

Badan Peermusyawaratan Deesa atau yang dise ebut deengan nama lain adalah 

leembaga yang meerupakan peerwujudan deemokrasi dalam pe enyeeleenggaraan 

peemeerintahan deesa seebagai unsur peenyeeleenggara peemeerintah deesa. 

4. Deesa  

Beerdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  06 Tahun 2014 

Teentang Deesa. Deesa adalah deesa dan deesa adat atau yang dise ebut deengan 

nama lain, seelanjutnya dise ebut Deesa, adalah keesatuan masyarakat hukum 

yang meemiliki batas wilayah yang be erweenang untuk meengatur dan 

meengurus urusan peemeerintahan, keepeentingan masyarakat se eteempat 

beerdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam siste em peemeerintahan Neegara Keesatuan 

Reepublik Indoneesia. 

                                                             
8ChatGPT, https://chat.openal.com/c/bc5369c4-6e97-4627-b1b0-e6beaf185cf4 
9Ibid hlm.1 
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5. Peeraturan Daeerah 

Peeraturan Daeerah adalah Pe eraturan Peerundang-undangan yang dibe entuk 

oleeh Deewan Peerwakilan Rakyat Dae erah Provinsi de engan peerseetujuan 

beersama Keepala Daeerah (gubeernur atau bupati/wali kota) dije elaskan dalam 

Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas pe erubahan Undang-undang No 12 

Tahun 2011. Peeraturan Daeerah teerdiri atas: Peeraturan Daeerah Provinsi dan 

Peeraturan Daeerah Kabupateen/Kota Di Provinsi  

Untuk meempeermudah meemahami alur beerfikir dari pe eneelitian ini, maka 

dapat dilihat dari ke erangka konseeptual diatas yang mana se etiap variabeel pada 

keerangka peemikiran meemiliki fungsi-fungsi masing- masing dalam 

meenciptakan hukum. Ke erangka konseeptual diharapkan akan me embeerikan 

gambaran dan me engarahkan asumsi peembaca meengeenai pokok peembahasan 

yang akan diteeliti. Seelan itu, keerangka konseeptual juga meembeerikan peetunjuk 

keepada peeneeliti di dalam me erumuskan masalah yang akan di te eliti pada judul 

peeneelitian yaitu “Peengisian Keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Deesa di deesa 

sarana Jaya Keecamatan Bathin III Kabupate en Bungo Beerdasarkan Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020 teentang BPD Juncto Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Te entang Dusun” 

F. Landasan Teoritis 

 Landasan teeoritis adalah keemampuan seeseeorang dalam meenggunakan 

pola pikirnya dalam me enyusun keerangka teeori yang meendukung peermasalahan 

dalam peeneelitian. Keerangka teeori yang dimaksud be ertujuan untuk me embagi 

batas-batasan meengeenai teeoriapa saja yang digunakan dalam me elakukan 
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peeneelitian. Dalam Hukum Tata Ne egara ada banyak teeori yang dapat digunakan 

dalam peeneelitian ini, yaitu se ebagai beerikut: 

1. Teeori Keeweenangan 

Keeweenangan meenurut Miriam Budiardjo ialah ke ekuasaan yang beerbadan 

hukum, keecakapan dalam me elaksanakan tindakan hukum, yang mana 

tindakan ini dilaksanakan de engan maksud meenimbulkan akibat hukum, 

dan meeliputi hal-hal yang leenyap dari timbulnya akibat hukum teerteentu.10 

Seedangkan meenurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata ne egara, 

weeweenang (beevoeegdheeid) dideeskripsikan seebagai keekuasaan hukum 

(reechtsmacht). Jadi dalam hukum publik, we eweenang beerkaitan deengan 

keekuasaan. Seelain itu Philipus M. Hadjon juga me engeemukakan 

bahwasanya seemua langkah peemeerintahan harus be erdasarkan atas   

keeweenangan yang valid (sah). Ke eweenangan didapat deengan tiga (3) 

sumbeer, yaitu Ke eweenangan atribusi, ke eweenangan deeleegasi, dan 

keeweenangan mandat.11 

2. Teeori Peemeerintahan Deesa 

Peemeerintah Deesa meerupakan leembaga peerpanjangan peemeerintah pusat 

yang meemiliki peeran untuk meengatur masyarakat yang ada di daeerah 

peedeesaan deemi meewujudkan peembangunan peemeerintah yang meerata. 

Beerdasarkan peerannya teerseebut, maka diteerbitkanlah peeraturan-peeraturan 

atau undang-undang yang beerkaitan deengan peemeerintahan deesa yang 

                                                             
10 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, 

hlm.63 
11Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2008, hlm.87 
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meengatur peemeerintahan deesa, seehingga roda peemeerintahan beerjalan deengan 

optimal.12 

Beerdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 

meenjeelaskan bahwa Pe emeerintahan Deesa adalah peenyeeleenggaraan urusan 

peemeerintahan dan ke epeentingan masyarakat se eteempat dalam siste em 

peemeerintahan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia. Seedangkan Pasal 1 

Angka 3 meenjeelaskan bahwa Peemeerintah Deesa adalah Keepala Deesa atau 

yang diseebut deengan nama lain dibantu peerangkat Deesa seebagai unsur 

peenyeeleenggara Peemeerintahan Deesa. Dan dalam pasal 23 me enjeelasakan 

peemeerintahan dise eleenggarakan oleeh peemeerintah deesa. 

Seedangkan dalam pasal 24 me enje elaskan peenyeeleenggaraan 

peemeerintahan deesa beerdasarkan asas  

a. Keepastian hukum; 

b. Teertib peenyeeleenggaraan peemeerintah; 

c. Teertib keepeentingan umum; 

d. Keeteerbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profeesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. E efeektivitas dan eefisieensi; 

i. Keearifan lokal; 

j. Keebeeragaman; 

k. Partisipatif. 

 

Teeori-teeori dalam pe enulisan ini meembeerikan peetunjuk dan arahan 

keepada peeneeliti di dalam me erumuskan masalah yang akan di te eliti pada judul 

peeneelitian. 

                                                             
12Achmad David Z.A, Kritisasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan 

Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Desa Presfektif Politik Islam, Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 

hlm.36, http://repository.radenintan.ac.id/id/e print/4237, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, 

pukul 15.04 WIB 

http://repository.radenintan.ac.id/id/e
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G. Orisinalitas Penelitian 

Peendahuluan skripsi de engan peembahasan meengeenai peeraturan daeerah 

pada fakultas hukum unive ersitas jambi dilakukan ole eh Qulil Haq deengan judul 

peelaksanaan peeraturan bupati Me erangin nomor 15 tahun 2016 pada peemilihan 

keepala deesa di keecamatan batang masumai kabupateen Meerangin. Peersamaan 

peeneelitian ini yaitu sama sama me embahas meengeenai peeneerapan peeraturan 

daeerah pada suatu wilayah, se edangkan peerbeedaan dari keedua peeneelitian ini 

adalah obye ek peeneelitian dan wilayah yang dite eliti. Pada peeneelitian teerdahulu 

obyeek yang diteeliti adalah meengeenai peelaksanaan peeraturan bupati Me erangin 

nomor 15 tahun 2016 pada pe emilihan keepala deesa di keecamatan batang 

masumai kabupate en Meerangin, seedangkan peeneelitian peenulis meembahas 

meengeenai Peengisian Keeanggotaan Badan Pe ermusyawaratan Dusun di Dusun 

Sarana Jaya Keecamatan Bathin III Kabupate en Bungo Beerdasarkan Peeraturan 

Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020. Seelain itu juga me emiliki 

peerbeedaan teerkait wilayah yang di te eliti. Pada peeneelitian teerdahulu, peeneelitian 

di lakukan di kabupate en meerangin. Seedangkan peeneelitian saya di lakukan pada 

kabupateen bungo. 

H. Metode Penelitian 

Untuk Meengeetahui dan meemahami seecara teerpeerinci meetodee peeneelitian 

yang digunakan dalam skripsi ini, peenulis akan meenguraikan unsur-unsur 

seebagai beerikut : 
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1. Tipe Penelitian  

Tipee peeneelitian dalam pe eneelitian ini adalah yuridis e empiris yaitu: "yaitu 

"meelihat peenomeena hukum masyarakat atau fakta sosial dalam 

masyarakat". 13  Peendeekatan peeneelitian yuridis eempiris leebih meeneekankan 

pada seegi obseervasinya. Hal ini be erkaitan deengan sifat obye ektif dan eempiris 

dari ilmu peengeetahuan itu seendiri yang beerupaya meengamati fakta-fakta 

hukum yang beerlaku diteengah masyarakat. Dalam pe eneelitian ini meelihat 

peeraturan peerundang-undangan yang beerlaku deengan keenyataan di lapangan 

seesuai deengan pokok peermasalahan yang akan dite eliti yaitu Prose edur 

peelaksanaan dan ke endala-keendala dalam Peengisian Keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan bathin III 

Kabupateen Bungo Beerdasarkan Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 

4 Tahun 2020 teentang Badan Peermusyawaratan Dusun 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi peeneelitian adalah te empat dimana peeneelitian itu dilakukan. Adapun 

lokasi peeneelitian pada Skripsi ini yaitu Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan 

Bathin III Kabupate en Bungo. Dan yang me enjadi alasan peenulis meemilih 

lokasi peeneelitian di Dusun Sarana Jaya Kare ena peenulis teelah meelakukan 

peengamatan seebeelumnya dan peenulis juga meenjadi salah satu masyarakat 

yang ikut meemilih Anggota BPD di Dusun Sarana Jaya pada tahun 2022, 

oleeh kareena itu peenulis teertarik untuk meelakukan peeneelitian di lokasi te erseebut 

                                                             
 13Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm.124. 
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3. Penentuan Jenis dan Sumber Data 

  Meenurut Sugiyono, Jeenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang be erbeentuk kalimat atau gambar, 

seedangkan data kuantitatif adalah data yang be erbeentuk angka atau data 

kualitatif yang diangka kan (scoring).14 Dan jeenis data yang di gunakan di 

dalam peeneelitian ini yaitu be erupa data kualitatif. 

Data kualitatif bisa beerupa informasi-informasi yang di pe eroleeh dari 

hasil obseervasi dan wawancara di lokasi pe eneelitian, yaitu be erupa kalimat 

atau kata-kata bukan beerupa angka yang diguanakan pada je enis data 

kuantitatif. Peeneelitian kualitatif dimaksudkan untuk me empeelajari seecar 

inteensif teentang latar beelakang suatu keeadaan teerteentu yang ada seekarang dan 

inteeraksi lingkungan suatu unit social, individu, keelompok Leembaga, atau 

Masyarakat.15 Keemudian meenurut Arikunto, Sumbe er data adalah subye ek 

dimana data di pe eroleeh, sumbeer data yang tidak valid akan me engakibatkan 

data yang teerkumpul tidak re eleevan.16 Adapun sumbeer data yang digunakan 

dalam peeneelitian ini teerbagi meenjadi dua: 

a. Data Primeer 

Data primeer adalah data yang dipeeroleeh seecara langsung dari sumbe er 

peertama, yakni pe erilaku Masyarakat, me elalui peeneelitian.17 Data primeer 

                                                             
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.24 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2002, hlm.120 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2013, hlm.172 
17Suerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm 2 
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dapat dikumpulkan seecara langsung dari sumbe er awal atau sumbeer asli 

tanpa peerantara, biasanya dalam be entuk surveei, eekspeerimeen, peengamatan 

atau wawancara. Dan dalam peeneelitian ini, data primeer yang di peerole eh 

beerupa  hasil wawancara langsung keepada reespondeen yang sudah peenulis 

teentukan teerleebih dahulu. 

b. Data Seekundeer 

Meenurut Sugiyono, data seekundeer adalah data  yang tidak langsung 

diteerima oleeh peengumpul bisa meelalui orang lain atau le ewat dokumeen, 

Sumbeer-sumbeer data beerupa peeleengkap yang beerfungsi meele engkapi data 

primeer. 18  Data seekundeer bukan meerupakan sumbeer asli dari subye ek 

peeneelitian, biasanya be erupa buku, Jurnal, maupun tulisan yang 

meendukung peeneelitian. Dan dalam pe eneelitian ini data yang di pe erole eh 

dari beebeerapa buku, dan jurnal maupun skripsi te erdahulu. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Meenurut Sugiyono, populasi adalah wilayah ge eneeralisasi yang te erdiri 

atas; obyeek/subyeek yang meempunyai kualitas dan karakteeristik teerteentu 

yang diteetapkan oleeh peeneeliti untuk di pe elajari dan keemudian ditarik 

keesimpulannya. 19  Dan yang meenjadi populasi dalam pe eneelitian ini 

adalah Peemeerintahan deesa di Dusun Sarana Jaya, Badan 

Peermusyawaratan Deesa (BPD) Dusun Sarana Jaya dan masyarakat 

Dusun Sarana Jaya. 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.26 

 
19Ibid hlm.40 
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b. Sampeel meenurut Sugiyono ialah bagian dari jumlah dan karakteeristik 

yang dimiliki ole eh populasi teerseebut. 20  Sampeel dalam peeneelitian 

diambil dari se eluruh populasi yang te elah diteetapkan, dan ke emudian 

diteetapkan teeknik peenarikan sampeel reespondeen deengan cara teeknik 

Purposivee Sampling, yaitu deengan meeneentukan teerleebih dahulu 

meeneentukan kriteeria bagi reespondeen yang dianggap meengeetahui deengan 

masalah yang dite eliti, yaitu: 

1) Rio dan Seekreetaris Dusun dan satu orang Kaur Pe emeerintahan Dusun 

Sarana Jaya. 

2) Keetua dan satu orang anggota Badan Peermusyawaratan Dusun 

(BPD) Peemeerintahan Dusun Sarana Jaya. 

3) Satu orang Tokoh Masyarakat, Tokoh adat Dusun Sarana Jaya 

5. Pengumpulan Data 

Meetodee Peengumpulan Data yang dilakukan dalam pe eneelitian ini adalah 

deengan : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah jalan meendapatkan informasi de engan cara beertanya 

langsung keepada reespondeen. 21  Deengan meengumpulkan informasi-

informasi te erkait peeneelitian dilakukan me elalui tanya jawab deengan 

reespondeen yang teelah diteentukan, Jeenis wawancara yang peenulis lakukan 

                                                             
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta CV, Bandung, 

2019, hlm.34 

 
21Masri Singarimbun, Sofian Efendi, Metode Penelitian survei, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm. 
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ialah wawancara be ebas teerpimpin atau beebas teerstuktur deengan 

meenggunakan panduan pe ertanyaan yang beerfungsi seebagai peengeendali 

agar prosees wawancara tidak ke ehilangan arah.22 

b. Studi Dokumeen 

Studi Dokumeen, yaitu suatu cara me engumpulkan data-data dari buku-

buku pustaka yang beerkaitan deengan peermasalahan yang akan diteeliti 

keemudian diolah dan disusun se ecara sisteematis. 

Sumbeer Data yang digunakan yaitu : 

1) Data Primeer  

Sumbeer Data Prime er dalam peeneelitian ini meerupakan data dipeeroleeh 

seecara langsung de engan meelalui wawancara de engan para reesponde en 

yang teelah diteentukan.  

2) Data seekundeer 

Data Seekundeer adalah data yang di pe eroleeh dari peeneelitian dalam 

Keepustakaan yang me eliputi:  

a) Bahan Hukum Prime er: yaitu teerdiri dari peeraturan peerundang-

undangan, deengan meempeelajari peeraturan peerundang- undangan 

yang ada hubungan de engan peermasalahan yang dite eliti. Maka 

bahan Hukum Prime er yang digunakan adalah: 

i. Undang-Undang Dasar Neegara Reepublik Indoneesia 1945. 

                                                             
22Abu Achmadi, Cholid Narkubo, Metode penelitian, PT Bumi Askara, Jakarta, 2005, hlm 

5 
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ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pe erubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Te entang 

Peemeerintahan Daeerah.  

iii. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 te entang Peerubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te entang 

Peembeentukan Peeraturan Peerundang-Undangan . 

iv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teentang Deesa 

 

b) Bahan Hukum Seekundeer: yaitu teerdiri dari liteeratur-liteeratur atau 

bahan bacaan ilmiah yang be ekeenaan deengan peermasalahan yang 

akan diteeliti. 

c) Bahan Hukum Teersieer: yaitu bahan yang me embeerikan informasi 

teentang bahan primie er beerupa Kamus Beesar Bahasa Indone esia 

dan Kamus Hukum. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam pe eneelitian ini adalah de eskriptif analisis. Me enurut 

Sugiyono analisis de eskriptif ialah me etodee yang digunakan untuk 

meenggambarkan atau me enganalisis suatu hasil peeneelitian teetapi tidak 

digunakan untuk me embuat keesimpulan yang leebih luas.23 artinya, data-data 

yang teereedia baik data prime er maupun data se ekundeer keemudian 

dikumpulkan dan diolah seerta disusun seecara sisteematis, keemudian 

diuraikan dan dije elaskan atau digambarkan be erdasarkan fakta-fakta yang 

                                                             
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm.174 
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ada yang beerkaitan deengan Peelaksanaan peengisian Keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan  Dusun di Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo. 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam peenulisan proposal ini te erdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab teerseebut 

teerbagi lagi dalam sub-sub dan sub-sub itu teerbagi lagi me enjadi bagian-bagian 

teerkeecil. Adapun siste ematika peenulisan skripsi ini adalah se ebagai beerikut: 

BAB I     : Pendahuluan  

Bab ini meerupakan peendahuluan, yang be erisikan uraian te entang 

latarbeelakang masalah, peerumusan masalah, tujuan dan manfaat 

peeneelitian bab ini, ke erangka konseepsional, me etodee peeneelitian dan 

sisteematika peenulisan. 

BAB II    : Tinjauan Pustaka  

Pada meerupakan tinjauan teentang Peemeerintahan Deesa dan Badan 

Peemusyawaratan Dusun  be erdasarkan Peeraturan Daeerah Kabupate en 

Muara Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan tinjaun te entang Badan 

Peermusyawaratan Deesa. 

BAB III  : Pembahasan 

Bab ini meerupakan bab peembahasan seesuai deengan peerumusan 

masalah yang te erdiri dari  proseedur peelaksanaan Peengisian 

Keeanggotaan Badan Pe ermusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana  
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Jaya Keecamatan Bathin III Kabupateen Bungo Beerdasarkan 

Peeraturan Daeerah kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 2020 se erta 

keendala-keendala dalam Peengisian Keeanggotaan BPD te erseebut. 

BAB IV   : Penutup 

Pada bab ini meerupakan bab peenutup yang beerisikan keesimpulan 

dan saran dari apa yang teelah diuraikan pe enulis dalam bab-bab 

seebeelumnya. 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DUSUN, 

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN, DAN PERATURAN 

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DUSUN  

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DUSUN 

1. Pengertian Pemerintahan Dusun 

Peemeerintahan deesa adalah peenye eleenggara urusan peemeerintahan dan 

aktivitas masyarakat se erta keepeentingan seeteempat dalam siste em Neegara 

Keesatuan Reepublik Indoneesia. Peemeerintahan deesa adalah keegiatan yang 

diseeleenggarakan dalam rangka Pe emeerintahan dan dilaksanakan ole eh 

Peemeerintahan Keelurahan dan Peemeerintahan Deesa.24 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

teentang Deesa, diteegaskan bahwa peemeerintahan deesa adalah peenye eleenggaraan 

urusan peemeerintahan dan keepeentingan Masyarakat seeteempat di dalam siste em 

keekuasaan Neegara Keesatuan Reepublik Indoneesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang teerseebut dikatakan bahwa Pe emeerintah Deesa adalah Keepala 

Deesa atau yang diseebut deengan bantuan meenggunakan beebeerapa panggilan 

lain dibantu de engan bantuan meenggunakan peerangkat Deesa seebagai 

peerincian dari pe emeerintahan Deesa. Peemeerintah Deesa adalah peenye eleenggara 

peengeelolaan deesa yang teerdiri dari: 

a. Faktor keepeemimpinan, khususnya Ke epala Deesa; 

                                                             
24A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2003. 
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b. Unsur Peembantu Keepala Deesa, khususnya Peerangkat Deesa yang teerdiri   

dari: 

1) Seekreetariat Deesa, yaitu keelompok peekeerja atau peelayanan yang 

dikeetuai deengan bantuan seekreetaris deesa; 

2) Faktor peemaksaan teeknis, khususnya factor peembantu keepala deesa 

yang meenyeeleenggarakan urusan te eknis di lapangan; 

3) Faktor keewilayahan, khususnya pe embantu keepala deesa di wilayah 

keerjanya yang teerdiri dari keepala dusun.25 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Peenyeeleenggaraan peemeerintah deesa tidak teerpisahkan dari 

peenyeeleenggaraan otonomi dae erah. Peemeerintah deesa meerupakan unit 

teerteedapan dalam peelayanan keepada masyarakat seerta tonggak strateegis 

untuk keebeerhasialan seemua program.kare ena itu untuk meempeerkuat deesa 

(peemeerintah deesa dan leembaga masyarakat) me erupakan langkah 

meempeerceepat keeseejahteeraan masyarakat 

Peemeerintah deesa teerdiri atas keepala deesa dan peerangkat deesa. 

Seemeentara, peerangkat deesa teerdiri dari seekreetaris deesa dan peerangkat deesa 

lainnya. Yang dimaksud de engan “peerangkat deesa lainnya” dalam ke eteentuan 

ini adalah peerangkat peembantu keepala deesa yang teerdiri dari seekreetariat deesa, 

peelaksana teeknis lapangan seepeerti keepala urusan, dan unsur ke ewilayahan 

seepeerti keepala dusun atau de engan seebutan lain. Jumlah pe erangkat deesa 

                                                             
25Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga, 

Jakarta 2011. hlm.7 
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diseesuaikan deengan keebutuhan, kondisi sosial masyarakat se eteempat, dan 

keemampuan keeuangan deesa.26 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 teentang Deesa meenyeebutkan 

bahwa peemeerintah deesa adalah keepala atau yang dise ebut deengan nama lain 

dibantu peerangkat deesa seebagai unsur pe enyeeleenggara peemeerintahan deesa, 

dalam meelaksanakan tugas. 

a. Keepala Deesa  

Meenurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Teentang deesa 

diseebut bahwa: Keepala Deesa beertugas meenyeeleenggarakan peemeerintahan 

deesa,meelaksanakan peembangunan deesa, peembinaan  keemasyarakatan 

deesa, dan peembeerdayaan masyarakat de esa.  

Dalam meelaksanakan tugas seebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Keepala Deesa beerweenang:  

1) Meemimpin peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa;  

2) Meengangkat dan meembeerheentikan peerangkat deesa;  

3) Meemeegang keekuasaan peengeelolaan keeuangan dan asseet deesa;  

4) Meeneetapkan peeraturan deesa;  

5) Meeneetapkan anggaran peendapatan dan beelanja deesa;  

6) Meembina keehidupan masyarakat deesa; Meembina keeteenteeraman  

dan keeteertiban masyarakat deesa;  

7) Meembina dan meeningkatkan peereekonomian deesa seerta  

meenginteegrasikannya agar meencapai peereekonomian skala 

produktif untuk seebeesar-beesarnya keemakmuran masyarakat     

deesa; 

8) Meengeembangkan sumbeer peendapatan deesa; 

                                                             
26Didik G. Suharto, Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU 

No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 

2016, hlm.193. 
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9) Meengusulkan dan me eneerima peelimpahan seebagian keekayaan  

 neegara guna meeningkatkan keeseejahteeraan masyarakat deesa; 

10)  Meengeembangkan keehidupan sosial budaya masyarakat deesa; 

11)  Meemanfaatkan teeknologi teepat guna;  

12)  Meengoordinasikan pe embangunan deesa seecara partisipatif;  

13)  Meewakili deesa di dalam dan di luar pe engadilan atau me enunjuk   

 kuasa hukum untuk me ewakilinya seesuai deengan keeteentuan   

 peeraturan peerundang-undangan; dan 

14)  Meelaksanakan weeweenang lain yang seesuai deengan keeteentuan  

 peeraturan peerundang-undangan. 

 

b. Peerangkat Dusun 

Peerangkat dusun teerdiri dari: Se ekreetaris deesa, peelaksana keewilayahan, 

Peelaksana teeknis. Seedangkan tugas meereeka adalah  meembantu keepala 

deesa dalam meelaksanakan tugas dan keeweenangannya.Kareena itu, meereeka 

diangkat dan dibeerheentikan oleeh keepala deesa. Keemudian, dalam 

meelaksanakan tugas dan we eweenangnya, peerangkat deesa beertanggung 

jawab keepada keepala deesa (Rio).  

c. BPD (Badan Peermusyawaratan Dusun) 

BPD (Badan Peermusyawaratan Dusun) mitra Rio dalam meenjalankan 

tugas dan weeweenangnya. Keeanggotaan BPD me erupakan wakil dari   

peenduduk deesa beerdasarkan keeteerwakilan wilayah yang peengisiannya 

dilakukan seecara deemokratis. Jumlah anggota BPD dite etapkan deengan 

jumlah paling se edikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (se embilan) 

orang, deengan meempeerhatikan wilayah, pe ereempuan, peenduduk, dan 

keemampuan keeuangan deesa. Seedangkan peereesmiannya diteetapkan deengan 

keeputusan Bupati/Walikota.  
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3. Perangkat Pemerintahan Dusun 

Peerangkat dusun adalah pe egawai peemeerintah yang beerada dalam 

bidang peelayanan masyarakat yang me emiliki tugas seerta keewajiban teerhadap 

peelayanan keepada Masyarakat dusun dimana me ereeka beekeerja seerta 

meendukung Keepala Dusun didalam me elakukan tugasnya. Para pe erangkat 

dusun didalam me elakukan peelayanan keepada masyarakat me ewajibkan 

meereeka untuk bisa meelakukan peelayanan keepada masyarakat seesuai deengan 

apa yang diinginkan ole eh masyarakat dusun te erseebut. 

Peerangkat dusun seendiri teerdiri dari: Se ekreetaris deesa, peelaksana 

keewilayahan, Peelaksana teeknis. Seedangkan tugas meereeka adalah meembantu 

keepala dusun dalam me elaksanakan tugas dan ke eweenangannya. Kare ena itu, 

meereeka diangkat dan dibe erheentikan oleeh keepala deesa. 

Peerangkat deesa beerdasarkan beerdasarkan Peeraturan Peemeerintah 

Nomor 43 tahun 2014 teerdiri dari: 

a. Seekreetaris Deesa  

Seekreetaris deesa dipimpin oleeh seeorang Seekreetaris Deesa yang 

dibantu unsur staf se ekreetariat yang beertugas meembantu Keepala 

Deesa dalam unsuran administrasi pe emeerintahan. 

b. Peelaksaan Keewilayahan 

Peelaksanaan keewilayahan meerupakan unsur pe embantu Keepala 

Deesa seebagai satuan tugas wilayah. Pe elaksanaan keewilayahan ini 

diseebut keepala dusun atau keepala kampung. 

c. Peelaksaan teeknis 

Peelaksana teeknis adalah unsur pe embantu keepala deesa seebagai 

peelaksana tugas opeerasional, maksimal tiga orang. 

 

Maka deengan susunan minimal organisasi diatas maka pe emeerintahan 

sudah harus beerjalan deengan baik kareena seekeertasis meenjalankan keewajiban 

meengatur dan meereencanakan seeluruh keegiatan yang ada didalam kantor, 
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peelaksaan wilayan be ertanggung  jawab untuk me enjalankan seeluruh keegiatan 

beerjalan seesuai deengan administrasi dan pe eraturan yang te elah diseepakati 

beersama, seecara teeknis atau eekseekusi lapangan yang wajib me elaksanakan 

seesuai tata cara yang te elah diseepakati beersama seebeelumnya 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN 

DUSUN 

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Dusun 

Badan peemusyawaratan dusun adalah Le embaga peerwujudan 

deemokrasi dalam pe enye eleenggaraan peemeerintah dusun. Badan 

Peemusyawaratan dusun bisa dise ebut seebagai parleemeen di dusun. Badan 

peemusyawaratan dusun adalah Le embaga baru di deesa yang teerbeentuk pada 

masa otonomi dae erah di Indoneesia. Seesuai deengan fungsi nya, Badan 

peemusyawaratan dusun di ke enal deengan Leembaga keemasyarakatan. 

Dikareenakan seesuai deengan peemikiran pokok yang tumbuh dalam 

keesadaran Masyarakat. 

Anggota Badan peemusyawaratan daeerah adalah para pe erwakilan 

peenduduk suatu deesa yang meemiliki hubungan be erdasarkan keeteerwakilan 

daeerah atau wilayah yang dite etapkan deengan cara musyawarah dan 

mufakat para peenduduk dusun. Anggota Badan Pe emusyawaratan dusun 

teersusun dari Keetua Rukun Warga (RW), pe emangku adat, golongan 

profeesi, peemuka agama dan tokoh atau peemuka Masyarakat lainnya. Masa 

jabatan dari anggota badan pe emusyawaratan dusun adalah 6 tahun masa 

jabatan dan bisa diangkat atau diusulkan ke embali pada satu kali masa 

jabatan beerikutnya. Pimpinan dan anggota badan pe emusyawaratan dusun 
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tidak diizinkan meelakukan rangkap jabatan seebagai keepala dusun (Rio) dan 

peerangkat dusun. 

Peereesmian anggota badan pe emusyawaratan dusun dilakukan 

deengan keeputusan bupati/walikota yang mana se ebeelum meenjabat maka 

anggota badan peemusyawaratan dusun wajib me engucapkan sumpah/janji 

beersama-sama di hadapan Masyarakat dan di pandu oleeh bupati/walikota. 

Keetua badan peemusyawaratan dusun di pilih dari anggota badan 

peemusyawaratan dusun yang dipilih se ecara langsung meelalui rapat anggota 

badan peemusyawaratan dusun yang di ge elar seecara khusus. Fungsi dari 

badan peemusyawaratan dusun itu seendiri adalah me eneetapkan peeraturan 

deesa beersama deengan keepala dusun, seerta meenampung dan meenyalurkan 

aspirasi Masyarakat dusun. 

Beerdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 teentang Deesa 

pasal 1 angka 4 me enjeelaskan “Badan Pe ermusyawaratan Deesa atau yang 

diseebut deengan nama lain le embaga yang meelaksanakan fungsi 

peemeerintahan yang anggotanya me erupakan wakil dari pe enduduk deesa 

beerdasarkan keeteerwakilan wilayah dan dite etapkan seecara deemokratis”. 

Dalam Peerturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020 

Teentang Badan Peermusyawaratan Deesa pada pasal 1 angka 5  meenjeelaskan 

“Badan Peermusyawaratan Deesa yang di Kabupate en Bungo peenyeebutannya  

Badan Peermusyawaratan Dusun yang se elanjutnya disingkat BPD adalah 

leembaga yang meelaksanakan fungsi pe emeerintahan yang anggotanya 

meerupakan wakil dari peenduduk Dusun beerdasarkan keeteerwakilan wilayah 
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dan keeteerwakilan peereempuan yang dipilih dan dite etapkan seecara 

deemokratis.” 

2. Tujuan Badan Permusyawaratan Dusun 

 

Tujuan dari peembeentukan badan peemusyawaratan deesa adalah 

seebagai beerikut: 

a. Meembeeri peedoman keepada anggota masyarakat teentang bagaimana 

cara beertingkah laku atau be ersikap seesuai deengan keedudukannya dalam 

meenghadapi masalah yang teerjadi dalam masyarakat yang be erkaitan 

deengan keebutuhan masyarakat teerseebut. 

b. Meenjaga masyarakat agar se enantiasa utuh 

c. Meembeeri peedoman pada masyarakat untuk me embeentuk siste em 

peengeendalian sosial, dimana yang dimaksud de engan peengeendalian 

sosial adalah sisteem peengawasan masyarakat teerhadap tingkah laku 

anggotanya. 

d. Seebagai wadah deemokrasi dusun, anggota badan pe emusyawaratan 

dusun dipilih dari dan ole eh peenduduk dusun yang sudah me emeenuhi 

peersyaratan, se edangkan pimpinan badan pe emusyawaratan dusun 

dipilih dari dan ole eh anggota badan pe emusyawaratan dusun se endiri. 

 

3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Dusun 

Beerdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

teentang Deesa meenjeelaskan bahwa BPD me empunyai fungsi me embahas dan 

meenyeepakati rancangan peeraturan deesa beersama keepala deesa,meenampung 

dan meenyalurkan aspirasi masyarakat de esa, seerta meelakukan peengawasan 
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kineerjakeepala deesa. BPD juga beerhak meengawasi dan meeminta keeteerangan 

teentang peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa dan meenyampaikan hasil atas 

peenyeeleenggaraan teerseebut. 

Seedangkan fungsi dan tugas BPD me enurut buku panduan BPD 

ialah seebagai beerikut: 

a. Fungsi BPD yaitu: 27 

1) Meembahas dan meenye epakati rancangan pe eraturan deesa beersama 

Keepala Deesa  

2) Meenampung dan meenyalurkan aspirasi masyarakat de esa, dan  

3) Meelakukan peengawasan kineerja Keepala Deesa 

b.  Tugas yang dieemban oleeh BPD yaitu seebagai beerikut:28 

1) Meenggali, meenampung, meegeelola, dan meenyalurkan aspirasi 

masyarakat; 

2) BPD meelakukan musyawarah beerupa: musyawarah BPD, 

musyawarah deesa dan musyawarah untuk pe emilihan Keepala Deesa; 

3) Meembeentuk panitia peemilihan Keepala Deesa; 

4) Meembahas dan meenyeepakati; 

5) Meelaksanakan peengawasan kineerja Keepala Deesa; 

6) Meelakukan eevaluasi LKPPD; 

7) Meenciptakan hubungan ke erja yang harmonis dan tugas-tugas lain. 

 

 

                                                             
27 Kementrian Dalam Negeri, Buku Panduan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 

Kompak, jakarta, hlm.16 
28Ibid hlm.17 
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4. Wewenang Badan Permusyawaratan Dusun 

BPD meemiliki beebeerapa weeweenang khusus, Keeweenangan BPD 

teerseebut diatur dalam Pe ermeendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI Te entang 

Hak, Keewajiban, dan We eweenang BPD yang te erteera pada pasal 63, 

meenjeelaskan  weeweenang BPD teerdiri dari: 

a. meengadakan peerteemuan deengan masyarakat untuk me endapatkan 

aspirasi  

b. meenyampaikan aspirasi masyarakat ke epada Peemeerintah Deesa 

seecara lisan dan te ertulis 

c. Meengajukan rancangan Pe eraturan Deesa yang meenjadi 

keeweenangannya 

d. Meelaksanakan monitoring dan e evaluasi kineerja Keepala Deesa; 

e. Meeminta keeteerangan teentang peenye eleenggaraan Peemeerintahan 

Deesa keepada Peemeerintahan Deesa; 

f. Meenyatakan peendapat atas peenyeeleenggaraan Peemeerintahan 

Deesa, peelaksanaan peembangunan Deesa, peembinaan 

keemasyarakatan Deesa, dan peembeerdayaan masyarakat  Deesa; 

g. Meengawal aspirasi masyarakat me enjaga keewibawaan dan 

keestabilan peenye eleenggaraan Peemeerintahan Deesa seerta 

meempeelopori peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa beerdasarkan 

tata keelola peemeerintahan yang baik; 

h. Meenyusun tata teertib BPD;  

i. Meenyampaikan laporan hasil pe engawasan yang be ersifat 

insideentil keepada Bupati/Walikota me elalu Camat; 

j. Meenyusun dan meenyampaikan usulan re encana biaya 

opeerasional BPD se ecara teertulis keepada Keepala Deesa untuk 

dialokasiakan dalam Rancangan Anggaran dan Peendapatan 

Beelanja Deesa; 

k. Meengeelola biaya Opeerasioanal BPD; 

l. Meengusulkan peembeentukan Forum Komunikasi Antar 

Keeleembagaan Deesa keepada Keepala Deesa; 

m. Meelakukan kunjungan keepada masyarakat dalam rangka 

monitoring dan e evaluasi peenyeenggaraan Peemeerintahan Deesa. 

 

5. Hak Badan Permusyawaratan Dusun 

 

Hak BPD teertuang dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Teentang Deesa yang meenjeelaskan bahwa:  
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a. Meengawasi dan me eminta keeteerangan teentang 

peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa Keepada Peemeerintah 

Deesa; 

b. Meenyatakan peendapat atas peenye eleenggaraan Peemeerintahan 

Deesa, peelaksanaaan Peembangungan Deesa, Peembinaan 

keemasyarakatan Deesa, dan peembeerdayaan masyarakat Deesa; 

dan 

c. Meendapatkan biaya opeerasional tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Peendapatan dan Beelanja Deesa. 

 

 

6. Kewajiban Badan Permusyawaran Dusun 

Adapun keewajiban BPD meenurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 

6   Tahun 2014 Teentang Deesa yaitu:  

a. Meemeegang teeguh dan meengamalkan Pancasila, me elaksanakan 

Undang-Undang Dasar Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 

1945 seerta meempeertahankan dan meemeelihara keeutuhan Neegara 

Keesatuan Reepublik Indoneesia dan Bhineeka Tunggal Ika; 

b. Meelaksanakan keehidupan deemokrasi yang be erkeeadilan geendeer 

dalam peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa; 

c. Meenyeerap, meenampung, meenghimpun, dan meenindaklanjuti 

aspirasi masyarakat De esa; 

d. Meendahulukan keepeentingan umum diatas ke epeentingan pribadi, 

keelompok, dan/atau golongan; 

e. Meenghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

Deesa; dan 

f. Meenjaga norma dan eetika dalam hubungan ke erja dalam 

leembaga keemasyarakatan Deesa.   

 

 Seedangkan meenurut Peermeendagri pasal 60 Nomor 11 Tahun 2016 

Bab VI Teentang hak, Keewajiban, dan Weeweenang BPD, meenjeelaskan 

keewajiban BPD yaitu: 

a. Meemeegang teeguh dan meengamalkan Pancasila, me elaksanakan 

Undang-Undang Dasar Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 1945 

seerta meempeertahankan dan me emeelihara keeutuhan Neegara 

Keesatuan Reepublik Indoneesia dan Bhineeka Tunggal Ika. 

b. Meelaksanakan keehidupan deemokrasi yang be erkeeadilan geende er 

dalam peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa. 

c. Meendahulukan keepeentingan umum diatas ke epeentingan pribadi, 

keelompok, dan/atau golongan. 
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d. Meenghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat 

Deesa. 

e. Meenjaga norma dan eetika dalam hubungan ke erja deengan leembaga 

Peemeerintahan Deesa dan leembaga deesa lainnya. 

f. Meengawal aspirasi masyarakat, me enjaga keewibawaan dan 

keestabilan peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa seerta 

meempeelopori peenyeeleenggaraan Peemeerintahan Deesa beerdasarkan 

tata keelola peemeerintahan yang baik. 

 

 

7. Syarat Calon Anggota Badan Permusyawaratan Dusun 

Untuk meenjadi anggota badan pe emusyawaratan dusun, dipe erlukan 

beebeerapa syarat yang wajib te erpeenuhi, diantaranya: 

a. Beertaqwa keepada tuhan yang maha e esa  

b. Seetia dan taat keepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 dan juga peemeerintahan reepublic Indoneesia 

c. Meempunyai ijazah paling re endah seekolah lanjutan tingkat 

peertama/seekolah meeneengah peertama  

d. Seehat jasmani dan Rohani 

e. Beerkeelakuan baik 

f. Tidak meemiliki catatan hukum kare ena meelakukan tindak 

pidana keejahatan deengan ancaman pe enjara paling reendah 

lima tahun. 

g. Meengeenal lingkungan dusun dan dike enali oleeh masyarakat 

deesa. 

h. Meendaftar deengan sah seebagai peenduduk dusun dan tinggal 

di deesa yang beersangkutan kurang le ebih 6 bulan be erturut-

turut dan tidak teerputus. 
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B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN YANG MENGATUR 

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

DUSUN 

1. Peraturan-peraturan  umum yang mengatur mengenai pengisian 

BPD di Indonesia 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 teentang Deesa teelah meembeerikan 

peerubahan beesar dalam tata keelola peenyeeleenggaraan peemeerintahan deesa. 

Salah satunya adalah te entang keeleembagaan di deesa teermasuk didalamnya 

Badan Peermusyawaratan Deesa (BPD). Dalam ke edudukannya seebagai 

leembaga deesa yang meenjalankan fungsi Pe emeerintahan Deesa, BPD meemiliki 

peeran dan fungsi se erta tugas yang strateegis dalam rangka pe enyeeleenggaraan 

Peemeerintahan Deesa. Anggota BPD seebagai peelaksana peeran leembaga BPD 

teentu dibutuhkan peengeetahuan dan keemampuan dalam me enjalankan fungsi 

dan tugasnya seesuai Peeraturan Peerundang-undangan 

Adapun Peeraturan yang meengatur meengeenai peengisian keeanggotaan 

BPD seecara umum di Indone esia adalah seebagai beerikut: 

a. UU No. 6 tahun 2014 teentang Deesa  

Meengatur meengeenai Keeanggotaan, Keeleembagaan, dan Tata 

Teertib BPD pada Pasal 65, Fungsi dan Tugas BPD  pada Pasal 55, Hak 

Keewajiban, dan Weeweenang BPD pada Pasal 56 s.d. 66 Peendanaan BPD 

pada Pasal 56 s.d. 66. 

Teerkait peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD le ebih 

khusunya diatur pada pasal 73 yang akan pe enulis paparkan se ebagai 

beerikut: 
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1) Musyawarah Badan Peermusyawaratan Deesa dipimpin oleeh 

pimpinan Badan Pe ermusyawaratan Deesa; 

2) Musyawarah Badan Pe ermusyawaratan Deesa dinyatakan 

sah apabila dihadiri ole eh paling seedikit 2/3 (dua pe ertiga) 

dari jumlah anggota Badan Pe ermusyawaratan Deesa; 

3) Peengambilan keeputusan dilakukan de engan cara 

musyawarah guna meencapai mufakat; 

4) Apabila musyawarah mufakat tidak te ercapai, peengambilan 

keeputusan dilakukan deengan cara peemungutan suara; 

5) Peemungutan suara seebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dinyatakan sah apabila diseetujui oleeh paling seedikit ½ (satu 

peerdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan 

Peermusyawaratan Deesa yang hadir; dan 

6) Hasil musyawarah Badan Pe ermusyawaratan Deesa 

diteetapkan deengan keeputusan Badan Peermusyawaratan 

Deesa dan dilampiri notule en  musyawarah yang dibuat ole eh 

seekreetaris Badan Peermusyawaratan Deesa. 

 

b. PP Nomor. 43 tahun 2014 teentang Peeraturan Peelaksanaan UU No. 6 

tahun 2014  

Meengatur meengeenai Keeanggotaan, Keeleembagaan, dan Tata 

Teertib BPD pada Pasal 77, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 79, Hak 

Keewajiban, dan Weeweenang BPD pada Pasal 72 s.d. 77, Peendanaan BPD 

pada Pasal 72 s.d. 77. 

Teerkait peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD leebih khusunya 

diatur pada pasal 73 yang akan pe enulis paparkan se ebagai beerikut: 

1) Panitia peengisian seebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

ayat (3) meelakukan peenjaringan dan pe enyaringan bakal 

calon anggota Badan Pe ermusyawaratan Deesa dalam jangka 

waktu 6 (eenam) bulan seebeelum masa keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Deesa beerakhir. 

2) Panitia peengisian meeneetapkan calon anggota Badan 

Peermusyawaratan Deesa yang jumlahnya sama atau le ebih 

dari anggota Badan Pe ermusyawaratan Deesa yang 

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan se ebeelum masa 

keeanggotaan Badan Peermusyawaratan Deesa beerakhir. 

3) Dalam hal meekanismee peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Deesa diteetapkan meelalui prosees peemilihan 
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langsung, panitia pe engisian meenyeeleenggarakan peemilihan 

langsung calon anggota Badan Pe ermusyawaratan Deesa 

seebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

4) Dalam hal meekanismee peengisian keeanggotaan Badan 

Peermusyawaratan Deesa diteetapkan meelalui prosees 

musyawarah peerwakilan, calon anggota Badan 

Peermusyawaratan Deesa seebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipilih dalam prose es musyawarah pe erwakilan oleeh unsur 

masyarakat yang me empunyai hak pilih. 

 

 

c. PP No. 47 tahun 2015 teentang peerubahan PP No. 43 tahun 2014  

Meengatur meengeenai Keeanggotaan, Keeleembagaan, dan Tata Teertib BPD 

pada Pasal 79, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 79, Hak Ke ewajiban, 

dan Weeweenang BPD pada Pasal 79, Pe endanaan BPD pada Pasal 79. 

teerkait peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD le ebih khusunya diatur 

pada pasal 79, meenjeelaskan : 

Keeteentuan le ebih lanjut meengeenai tugas, fungsi, ke eweenangan, 

hak dan keewajiban, peengisian keeanggotaan, peembeerheentian 

anggota, seerta peeraturan tata teertib Badan Pe ermusyawaratan 

Deesa diatur dalam pe eraturan meenteeri yang 

meenyeeleenggarakan urusan peemeerintahan di bidang 

peemeerintahan dalam ne egeeri. 

 

d. Peermeendagri 110 tahun 2016 te entang BPD 

Meengatur meengeenai Keeanggotaan, Keeleembagaan, dan Tata 

Teertib BPD pada Pasal 5 s.d. 30 dan Pasal 64, Fungsi dan Tugas BPD 

pada Pasal 31 s.d. 51 dan Pasal 71, Hak, Keewajiban, dan We eweenang 

BPD pada Pasal 51 s.d. 63, Peendanaan BPD pada Pasal 63 

Teerkait peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD le ebih 

khusunya diatur pada pasal 10 yang akan pe enulis paparkan se ebagai 

beerikut: 
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1) Peengisian keeanggotaan BPD dilaksanakan se ecara 

deemokratis meelalui prosees peemilihan seecara langsung 

dan/atau musyawarah pe erwakilan deengan meenjamin 

keeteerwakilan peereempuan; 

2) Dalam rangka prose es peemilihan seecara langsung dan/atau 

musyawarah peerwakilan seebagaimana dimaksud pada 

ayat t1) keepala Deesa meembeentuk Panitia Pe engisian 

Keeanggotaan BPD dan dite etapkan deengan Keeputusan 

Keepala Deesa; 

3) Peembeentukan Panitia peengisian keeanggotan BPD 

seebagaimana dimaksud ayat {2), be erkeenaan deengan 

Peetunjuk teeknis dan peetunjuk peelaksanaan diatur le ebih 

lanjut deengan Peeraturan Daeerah 

 

 

2. Peraturan daerah Kabupaten Bungo yang mengatur mengenai  

pengisian BPD  

 

Peeraturan Daeerah meerupakan keebijakan umum pada tingkat dae erah 

yang dilaksanakan ole eh leembaga eekseekutif dan leembaga leegislatif seebagai 

peelaksana asas deeseentralisasi dalam rangka me engatur dan meengurus rumah 

tangga daeerahnya. Peeraturan daeerah biasa diseebut deengan Peerda Provinsi 

dan Peerda Kabupateen. Dalam hal ini pe eraturan yang digunakan ialah 

peeraturan daeerah kabupateen yang meengatur meengeenai badan 

peermusyawaratan de esa.  

Peeraturan meengeenai meengeenai badan peemusyawaratan dusun 

Kabupateen Bungo seebeelumnya diatur dalam pe eraturan daeerah bungo nomor 

10 tahun 2016 Teenatang Dusun anmun pada peerda ini tidak meengatur seecara 

khusus meengeenai BPD, keemudian diteerbitkan peerda baru yang me engatur 

leebih khusus meengeenai BPD yaitu Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo 

Nomor 4 Tahun 2020 Te entang BPD, 
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Beerdasarkan Pasal 8 Pe eraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 

Tahun 2020 Teentang BPD, meenjeelaskan Peengisian Anggota BPD 

dilaksanakan me elalui tahapan: a) Peelaksanaan Musyawarah Dusun;dan b) 

Peelaksanaan meekanismee peengisian anggota BPD. 

Keemudian meengeenai Peembahasan dan peeneetapan meekanisme e 

peengisian seebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan untuk me eneetapkan meekanismee peengisian anggota BPD 

beerupa: a) peemilihan langsung; atau b) musyawarah pe erwakilan. 

Dalam peelaksanaaan peengisian keeanggotaan BPD di Dusun Sarana 

Jaya Keecamatan Bathin III Kabupate en Bungo yang mana diatur be erdasarkan 

meekanisme e peengisian keeanggotaan Badan Pe ermusyawaratan Dusun yang 

teerdapat dalam Pasal 15 huruf (a) Pe eraturan Daeerah kabupateen Bungo 

Nomor 4 Tahun 2020 Teentang Badan Peermusyawaratan Dusun, Meekanisme e 

peengisian anggota BPD me elalui Peemilihan langsung seebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan meelalui tahapan: 

a. sosialisasi; 

b. peendaftaran dan pe eneetapan calon peemilih;  

c. peenjaringan bakal calon anggota BPD 

d. peenyaringan calon anggota BPD 

e. kampanyee:  

f. peengadaan; 

g. peemungutan dan peerhitungan suara; 

h. peeneetapan hasil peemilihan anggota BPD; 

i. peeneetapan calon anggota BPD teerpilih;  

j. peembeeritahuan calon anggota BPD teerpilih; dan 

k. peereesmian anggota BPD te erpilih. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN SARANA JAYA 

KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO 
 

A. Prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa  Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo 

Proseedur meerupakan hal yang pe enting dalam se ebuah keegiatan, tidak 

teerkeecuali dalam hal pe engisian keeanggotaan dalam se ebuah organisasi. 

Proseedur atau tata cara adalah seerangkaian aksi yang spe esifik, tindakan atau 

opeerasi yang harus dijalankan atau die ekseekusi deengan cara yang baku (sama) 

agar seelalu meempeeroleeh hasil yang sama dari ke eadaan yang sama. Keendati 

deemikian sama hal nya de engan badan peemusyawaratan deesa yang juga 

meemiliki proseedur peengisian keeanggotaan badan pe emusyawaratan deesa, 

meekanisme e peemilihan angggota Badan pe emusyawaratan de esa teerbagi meenjadi 

dua bagian yaitu: 

1. Peemilihan anggota badan pe emusyawaratan deesa beerdasarkan keeteerwakilan 

wilayah, yaitu: 

a. Calon anggota badan pe emusyawaratan deesa dari masing-masing 

wilayah (bole eh laki-laki dan Peereempuan). 

b. Dilakukan deengan peemilihan langsung yang dilakukan ole eh 

masyarakat yang me emiliki hak pilih be erdasarkan wilayah pe emilihan. 

c. Dilakukan deengan musyawarah peerwakilan, dimana anggota badan 

peemusyawaratan deesa dipilih oleeh wakil masyarakat yang me emiliki 

hak pilih beerdasarkan wilayah pe emilihan.  
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2. Peemilihan anggota badan pe emusyawaratan deesa beerdasarkan keeteerwakilan 

Peereempuan 

a. Calon anggota badan pe emusyawaratan deesa Peereempuan tingkat deesa 

(Peereempuan yang me emeenuhi syarat calon anggota badan 

peemusyaratan deesa seerta meemiliki keemampuan dalam me enyuarakan 

dan meempeerjuangkan keepeentingan Peereempuan. 

b. Dilakukan deengan peemilihan langsung oleeh seeluruh Peereempuan yang 

meemiliki hak pilih di de esa teerseebut. 

c. Dilakukan meelalui musyawarah peerwakilan oleeh peerwakilan anggota 

badan peemusyawaratan deesa Peereempuan yang meemiliki hak pilih, 

dimana peemilih yang di utamakan adalah wakil Pe ereempuan beerbasis 

wilayah peemilihan. 

Meenurut Pasal 8 Pe eraturan Daeerah Kabupateen Bungo nomor 4 tahun 

2020 teentang Badan Peemusyawaratan Dusun, peengisian anggota badan 

peemusyawaratan de esa dilakukan meelalui tahapan: a) pe elaksanaan musyawarah 

dusun; dan b) peelaksanaan meekanismee peengisian anggota badan 

peemusyawaratan de esa 

Beerdasarkan Pasal 9 Pe eraturan Daeerah Kabupateen Bungo nomor 4 tahun 

2020 teentang badan peemusyawaratan dusun, dije elaskan bahwa: 

a. Musyawarah dusun seebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

a dilaksanakan untuk me embahas dan meeneetapkan meekanisme e 

peengsisian anggota badan pe emusyawaratan deesa, meembahas 

dan meeneetapkan wapil; dan me embeentuk panitia peengisian. 

 

b. Peengambilan keeputusan dalam musyawarah dusun se ebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan de engan cara musyawarah 

untuk mufakat. 
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c. Dalam musyawarah untuk mufakat se ebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak te ercapai, keeputusan diambil be erdasarkan suara 

teerbanyak. 

d. Musyawarah seebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 6 (e enam) bulan se ebeelum beerakhirnya 

masa keeanggotaan badan peemusyawaratan de esa. 

e. Musyawarah seebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh ) hari. 

f. Hasil peembahasan musyawarah dusun se ebagaimana di maksud 

pada ayat (1) di te etapkan deengan keeputusan Rio. 

 

Dijeelaskan dalam pasal 10 Pe eraturan Daeerah nomor 4 tahun 2020 

teentang Badan Pe emusyawaratan Dusun, bahwa pe embahasan dan pe eneetapan 

meekanisme e peengisian seebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan untuk me eneetapkan meekanisme e peengisian anggota badan 

peemusyawaratan de esa beerupa peemilihan langsung; atau musyawarah 

peerwakilan. 

Peembeentukan dan tugas panitia pe engisian keeanggotan badan 

peemusyawaratan de esa, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Pe eraturan Daeerah 

nomor 4 tahun 2020 te entang Badan Peemusyawaratan Deesa diantaranya: 

a. Panitia peengisian seebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 

huruf c beerjumlah gasal paling se edikit beerjumlah tiga orang dan 

paling banyak beerjumlah seebeelas orang yang te erdiri atas unsur 

peerangkat dusun paling banyak tiga orang dan unsur Masyarakat 

lainnya paling banyak de elapan orang. 

b. Unsur Masyarakat seebagaimana di maksud pada ayat (1) me erupakan 

wakil dari wapil dan wakil Pe ereempuan dusun. 

c. Panitia peengisian anggota badan pe emusyawaratan deesa yang teelah 

teerpilih di te etapkan deengan keeputusan Rio. 

d. Panitia peengisian teerpilih meelaksanakan rapat untuk me emilih satu 

orang keetua, satu orang seekreetaris, dan satu orang be endahara. 

e. Keeputusan Rio se ebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

oleeh Rio keepada Bupati meelalui camat. 
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Seedangkan tugas panitia peengisian keeanggotaan badan peemusyawaratan 

deesa di atur dalam Pasal 13 Pe eraturan Daeerah Bungo nomor 4 tahun 2020 

teentang Badan Peemusyawaratan Dusun, me enjeelaskan bahwa: 

a. Meereencanakan, meengkoordinasikan dan me elaksanakan seeluruh 

tahapan peengisian anggota badan pe emusyawaratan deesa. 

b. Meelakukan peenjaringan dan peenyaringan bakal calon anggota 

badan peemusyawaratan deesa 

c. Meeneetapkan calon anggota badan pe emusyawaratan de esa dan 

calon anggota badan pe emusyawaratan deesa teerpilih 

d. Dalam hal peengisian anggota badan pe emusyawaratan deesa yang 

dilakukan meelalui peemilihan langsung: 

1) Meenyusun dan meeneetapkan daftar peemilih; 

2) Meembeentuk keelompok peenyeeleenggara peemungutan suara; 

3) Meeneetapkan jumlah teempat peemungutan suara; 

4) Meeneetapkan daftar peemilih; 

5) Meeneetapkan jumlah peemilih di masing-masing teempat 

peemungutan suara; 

6) Meenceetak/meengadakan surat suara peemilihan; 

7) Meenyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

rangka peemilihan langsung. 

e. Meenyiapkan administrasi pe engisian anggota badan 

peemusyawaratan de esa 

f. Meenyusun jadwal peelaksanaan prosees peemilihan anggota badan 

peemusyawaratan de esa seesuai deengan peeraturan peerundang-

undangan 

g. Meeneerima peengaduan dan peermasalahan yang te erjadi dalam 

tahapan peemilihan anggota badan pe emusyawaratan deesa. 

 

Meekanismee peengisian anggota badan pe emusyawaratan de esa meelalui 

peemilihan langsung se ebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a 

Peeraturan Daeerah Bungo nomor 4 tahun 2020 teentang Badan Pe emusyawaratan 

Dusun yaitu: 

a. Sosialisasi; 

b. Peendaftaran dan pe eneetapan calon peemilih; 

c. Peenjaringan bakal calon anggota badan pe emusyawaratan de esa; 

d. Peenyaringan calon anggota badan pe emusyawaratan deesa; 

e. Kampanye e; 

f. Peengadaan; 

g. Peemungutan dan peerhitungan suara; 
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h. Peeneetapan hasil peemilihan anggota badan pe emusyawaratan de esa; 

i. Peeneetapan calon anggota badan pe emusyawaratan de esa teerpilih; 

j. Peembeeritahuan calon anggota badan pe emusyawaratan de esa teerpilih; 

dan 

k. Peereesmian anggota badan pe emusyawaratan deesa teerpilih 

 

Seelanjutnya peenulis akan meenjabarkan keeteerangan meengeenai 

meekanisme e peelaksaan peengisian keeanggotaan BPD yang te elah dicantumkan 

seebeelumnya. Adapun ke eteerangan teerseebut ialah seebagai beerikut: 

a. Sosialisasi 

 

Pada tahapan ini me enjeelaskan dalam sosialisasi panitia pe engisian 

wajib meelaksanakan sosialisasi me engeenai adanya peengisian anggota BPD 

meelalui peemilihan langsung keepada masyarakat seeteempat dan sosialisasi di 

lakukan meelalui peengumuman pada te empat yang mudah di baca ole eh 

masyarakat se etiap wapil, contohnya pada mading di kantor deesa seeteempat. 

pada peengumuman teerseebut meemuat tahapan dan jadwal peemilihan, 

peersyaratan calon pe emilih, peersyaratan bakal calon anggota BPD, 

peembagian wapil dalam dusun, dan hal yang lain yang di anggap pe erlu di 

informasikan ke epada masyarakat. Sosialisasi di laksanakan se elama 7 hari 

teerhitung seejak beerakhirnya musyawarah dusun. Bagi panitia pe engisian 

yang tidak meelaksanakan sosialisasi dapat dike enakan sangsi administratif 

beerupa peerintah peerbaikan administrasi, te eguran teertulis, dan 

peembeerheentian seebagai anggota panitia pe engisian. Beerdasarkan hasil 

wawancara deengan panitia peengisian yang beernama Darwis me engatakan 

bahwa :  

"seebeelum meelakukan peendaftaran calon kamu me elakukan sosialisasi 

teerleebih dahulu keepada masyarakat me engeenai adanya pe engisian 
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anggota BPD meelalui peemilihan langsung, kami juga me embuat 

peengumuman yang beerisi tahapan dan peersyaratan untuk bakal calon 

dan sosialisasi be erjalan seelama 7 hari"29 

 

b. Peeneetapan dan peendaftaran calon pe emilih 

Pada tahap peendaftaran panitia pe engisian meelakukan peendataan seerta 

peendaftaran calon pe emilih deengan beerdasarkan KTP dan KK se erta bagi 

calon peemilih harus meemeenuhi syarat se ebagai peenduduk dusun dan sudah 

beerumur 17 tahun, tidak se edang teerganggu jiwa dan ingatan, tidak di cabut 

hak pilihannya beerdasarkan hal pilihannya, dan  be erdomisili di dusun 

seekurangnya 6 bulan se ebeelum di sahkannya daftar pe emilih seemeentara. 

Diumumkan ole eh panitia peengisian di te empat yang mudah dibaca ole eh 

masyarakat dan pe enguman di laksanakan se elama 3 hari.  

Panitia peengisian meeneetapkan daftar peemilih seemeentara seebagai 

daftar peemilih teetap lalu meengumumkannya pada teempat yang mudah dibaca 

oleeh masyarakat dan pe engumanya dilaksanakan se elama 3 hari. Bagi panitia 

peengisian yang tidak me elaksanakan tahapan pe endaftaran dan peeneetapan 

calon peemilih dapat dikeenakan sangsi pe erintah peerbaikan administrasi, 

teeguran teertulis, dan peembeerheentian seebagai anggota panitia pe engisian. 

Meenurut wawancara peenulis deengan salah satu panitia pe engisian yang 

beernama Zulkarnain meengatakan :  

"kami meelakukan peendaftaran dan pe endataan untuk calon 

peemilih seesuai deengan keeteentuan beerlaku seelain itu kami juga 

meeneetapkan daftar peemilih seemeentara dan daftar pe emilih teetap 

seelama 3 hari dan se emua beerjalan lancar"30  

                                                             
29Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Darwis 
30Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Zulkarnain 
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c. Peenjaringan beerkas bakal calon anggota BPD 

Panitia peengisian meelaksanakan peenjaringan yang teerdiri dari 

tahapan, peendaftaran, dan pe eneerimaan beerkas bakal calon anggota BPD. 

Pada tahap peenjaringan ini di laksanakan se elama 7 hari te erhitung seejak 

beerakhirnya peeneetapan daftar peemilih teetap. Panitia peengisian meelakukan 

peendaftaran bakal calon, dari unsur ke eteerwakilan wilayah dan unsur 

keeteerwakilan peereempuan, untuk bakal calon anggota BPD haruslah 

meemeenuhi peersyaratan umum dan peersyaratan khusus ke emudian bakal calon 

anggota BPD me enyeerahkan beerkas peendaftaran keepada panitia peengisian 

paling lama pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir peeneerimaan beerkas. Hal 

ini dipeerkuat deengan adanya wawancara de engan panitia peengisian yang 

beernama Donri, me engatakan bahwa : 

 "Disini kita se ebagai panitia sudah me elakukan peenjaringan bakal 

calon yang dilaksanakan se elama 7 hari dan pada tahap ini kami 

seebagai panitia  lumayan sibuk untuk me emilih beerkas peendaftaran"  

 

d. Peenjaringan bakal calon BPD 

Pada tahapan peenjaringan bakal calon panitia pe engisian 

meelaksanakan peenjaringan untuk meempeeroleeh calon anggota BPD. Pada 

peenjaringan  teerdiri atas beebeerapa tahapan yaitu peeneelitian keeleengkapan 

beerkas calon anggota BPD, peeneelitian kee keeabsahan beerkas calon, 

peengumuman hasil pe eneelitian calon peeneetapan calon, dan pe engumuman 

calon anggota.  

Pada peeneelitian keeleengkapan keeabsahan di laksanakan se elama 7 hari 

teerhitung seejak beerakhirnya batas peeneerimaan beerkas bakal calon anggota 
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BPD. Pada pe eneelitian keeabsahan panitia pe engisian wajib meenggunakan 

daftar peeneelitian keeleengkapan dan keeabsahan beerkas. Keemudian panitia 

peengisian meengumumkan hasil pe eneelitian keeleengkapan dan keeabsahan 

beerkas keepada 48 eernama 48 ra dan bakal calon anggota BPD. Panitia 

peengisian meeneetapkan nama calon anggota BPD yang teelah meemeenuhi 

peersyaratan keeleengkapan dan keeabsahan bagi calon anggota yang te elah di 

teetapkan tidak di pe erboleehkan untuk meengundurkan diri. Lalu panitia 

peengisian meengumumkan calon anggota BPD pada teempat yang mudah 

dibaca seelama 3 hari te erhitung seejak peeneetapan calon anggota BPD. Bagi 

panitia peengisian yang tidak me elaksanakan tahapan dan prose es peenjaringan 

dan peeneetapan dapat di ke enakan sangsi administratif. Be erdasarkan 

wawancara deengan keetua panitia peengisian yang beernama Bapak Purwanta, 

beeliau meengatakan bahwa :  

“Seemua panitia teermasuk saya meelaksanakan peenjaringan calon 

anggota mulai dari me eme eriksa keeabsahan beerkas calon dan 

keemudian meengumumkan calon anggota di mana yang diumumkan 

oleeh saya seendiri, tahap ini be erlangsung seelama 7 hari”31  

 

e. Kampanye e  

Bagi calon anggota BPD yang teelah di teetapkan oleeh panitia 

peengisian dapat me elaksanakan kampanye e seelama 14 (eempat beelas) hari 

teerhitung seejak beerakhirnya peengumuman calon anggota BPD. Bagi calon 

anggota BPD yang me elaksanakan kampanye e dipeerboleehkan meenggunakan 

alat praga kampanye e dan dilakukan deengan prinsip jujur, te erbuka, dialogis, 

                                                             
31Wawancara dengan ketua panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin 

III kabupaten Bungo atas nama bapak Purwanta 
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dan tanggung jawab. Pada kampanye e meemuat visi, misi dan program bila 

teerpilih. Kampanye e dapat dilaksanakan ole eh calon anggota BPD me elalui 

peerteemuan teerbatas, tatap muka, dialog, pe enyeebaran bahan kampanye e 

keepada masyarakat, peemasangan alat praga di teempat kampanyee dan 

keegiatan lain yang tidak me elanggar peeraturan.  

Bagi calon anggota BPD yang me elanggar larangan dalam kampanye e 

dapat di keenakan sangsi administratif. Ke emudian dalam masa teenang seelama 

2 hari teerhitung seejak beerakhirnya masa kampanye e. Hal ini juga dipe erkuat 

deengan adanya wawancara ke epada salah satu warga dusun  yang be ernama 

Ibu rosmiati me engatakan bahwa : 

"Keemarin meemang ado kampanyee yang di  rumah RT 01 tapi sayo 

dak ikut, Kato suami sayo ke emarin dio ikut kampanye e banyaklah tau 

teentang visi misinyo, te erus dijeelaskannyo deengan sayo lagi"32  

 

f. Peengadaan peerleengkapan peemilihan anggota BPD 

Pada tahapan ini panitia pe engisian meelaksanakan peengadaan 

peerleengkapan dimulai se ejak beerakhirnya peengumuman peeneetapan calon 

anggota BPD. Pada pe erleengkapan peengisian teerdiri dari surat suara, kotak 

suara, dan keeleengkapan lainya yang di te etapkan oleeh panitia peengisian dan 

peerleengkapan teerseebut harus sudah te erseedia 1(satu) hari seebeelum 

peelaksanaan peemungutan dan peerhitungan surat suara. Panitia pe engisian 

harus meenyiapkan surat suara 5% le ebih dari jumlah pe emilih yang teelah di 

teetapkan dalam daftar pe emilih teetap pada TPS. Bagi panitia pe engisian yang 

                                                             
32 Wawancara dengan salah seorang warga Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo atas nama ibu Rosmiati 
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tidak meelaksanakan peengadaan peerleengkapan dapat di ke enakan sangsi 

administrativee. Meenurut wawancara deengan panitia peengisian meengeenai 

peengadaan peerleengkapan peemilihan anggota BPD deengan Bapak Sahari, 

meengatakan :  

"Kami seehari seebeelum peemungutan suaro sibuk me enyiapkan surat 

suaro, kotak suaro biak dak susah lagi pas hari H nyo"33 

 

g. Peemungutan dan peerhitungan suara 

Pada tahapan ini panitia pe engisian meelaksanakan peemungutan dan 

peerhitungan suara se eteelah beerakhirnya masa teenang dan dalam 

meelaksanakan peemungutan dan peerhitungan suara, panitia teerleebih dahulu 

beerkoordinasi deengan pihak yang be erweenang. Pada tahap ini pe emilih 

meenggunakan hak pilih deengan meencoblos salah satu calon pada surat suara. 

Jumlah peemilih di TPS, lokasi TPS, beentuk TPS, tata le etak TPS, dan waktu 

peemungutan suara dite etapkan oleeh panitia peengisian seerta lokasi TPS 

haruslah meempeerhatikan keemudahan untuk me enjangkau TPS. Bagi pe emilih 

tunaneetra, tunadaksa atau yang me empunyai halangan fisik lainya pada saat 

meembeerikan suaranya di TPS dapat dibantu ole eh panitia peengisian atas 

peermintaan peemilih dan panitia teerseebut haruslah me erahasiakan suara 

peemilih. Panitia pe emilihan wajib meelakukan peemungutan suara teerhadap 

peemilih yang meenjalani rawat inap di rumah sakit atau yang se edang 

meenjalani hukuman pe enjara.  

                                                             
33Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Sahari 
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Panitia peengisian seebeelum meelakukan peemungutan suara teerleebih 

dahulu meelakukan keegiatan peembukaan kotak suata, peengeeluaran isi kotak 

suara, peengideentifikasian jeenis dokumeen peeralatan dan peerhitungan jumlah 

seetiap jeenis dokumeen dan peeralatan. Keegiatan panitia teerseebut dapat di hadiri 

oleeh saksi dari calon BPD, Camat atau pe ejabat yang meembeerikan 

keeweenangan. Seeteelah meelakukan keegiatan teerseebut panitia meembeerikan 

peenjeelasan meengeenai tata cara peemungutan suara keemudian panitia 

meembeerikan keeseempatan keepada peemilih untuk meembeerikan suara seesuai 

urutan keehadiran apabila peemilih meeneerima surat suara rusak, peemilih dapat 

meeminta surat suara peengganti keepada panitia.  

Pada tahap peerhitungan suara di TPS dilakukan ole eh panitia 

peengisian seeteelah peemungutan suara be erakhir. Keemudian seebeelum 

peerhitungan surat suara dimulai panitia pe engisian meenghitung jumlah 

peemilih meembeerikan suara, jumlah pe emilih pada daftar peemilih tambahan, 

jumlah suara yang tidak te erpakai, dan jumlah suara yang dike embalikan oleeh 

peemilih kareena rusak. Seeteelah itu peerhitungan surat suara dilakukan dan si 

seeleesaikan di TPS ole eh panitia peengisian dan dapat dihadiri dan disaksikan 

oleeh saksi calon, rio, camat atau peejabat yang di be eri keeweenangan, aparat 

keepolisian seeteempat, dan warga masyarakat dusun.  

Seelanjutnya panitia pe engisian meembuat beerita acara hasil 

peerhitungan yang di tandatangani oleeh dua orang anggota panitia se erta saksi 

calon, lalu panitia pe engisian meembeerikan salinan beerita acara keepada saksi 

calon dan panitia pe engisian meenyeerahkan beerita acara hasil pe erhitungan 
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surat suara keepada rio seegeera seeteelah seeleesai peerhitungan suara. Rio 

beertanggung jawab untuk me enyimpan beerita acara hasil pe erhitungan surat 

suara. Beerdasarkan wawancara de engan salah satu panitia pe engisian beernama 

Meega, Ia meengatakan :  

"Keemarin saya meembantu seebagian warga yang seedang sakit di 

rumah dan tidak bisa datang ke e TPS, saya pe ergi kee rumah-rumah 

warga salah satunya rumah Bapak Andi untuk me embantu warga 

dalam meembeerikan suara"34  

 

h. Peeneetapan hasil peemilihan anggota BPD 

Pada tahapan ini hasil pe emilihan anggota BPD meerupakan 

peeroleehan suara calon anggota BPD dari unsur ke eteerwakilan wilayah, 

dan keeteerwakilan peereempuan. Di mana pe eroleehan suara calon anggota 

BPD diteetapkan oleeh panitia peemilihan seecara teerbuka. Apabila 

teerdapat calon anggota BPD yang keebeeratan teerhadap peeneetapan hasil 

peeroleehan suara dapat meengajukan keebeeratan keepada panitia peengisian. 

Keemudian panitia pe engisian wajib meenanggapi dan meemutuskan 

keebeeratan paling lama 1(satu) hari teerhitung seejak peeneetapan hasil 

peeroleehan suara dan apabila calon anggota masih tidak me eneerima hasil 

keeputusan panitia peengisian calon anggota BPD dapat me engajukan 

peenyeeleesaian peerseelisihan keepada camat dan bupati. Me enurut 

wawancara deengan  panitia peengisian yang be ernama Salim, 

Meenyatakan bahwa :  

                                                             
34Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama Mega 
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"Keemarin tu untung dak ado calon anggota yang me eraso 

keebeeratan atau dak neerimo hasil keeputusan panitia, aman-aman 

lah pokoknyo"35 

 

 

i. Peeneetapan calon anggota BPD teerpilih 

Pada tahapan ini, calon anggota yang te erpilih adalah calon anggota 

BPD dari unsur ke eteerwakilan wilayah dan ke eteerwakilan peereempuan yang 

meempeeroleeh suara teerbanyak. Keemudian panitia pe engisian dapat 

meeneetapkan calon anggota BPD te erpilih apabila tidak te erdapat keebeeratan 

dari calon anggota BPD atau teelah di teetapkannya hasil peenye eleesaian 

peerseelisihan. Apabila jumlah calon anggota BPD te erpilih meempeeroleeh suara 

teerbanyak yang leebih dari 1(satu) calon pada wapil de engan TPS leebih dari 

1(satu), maka calon te erpilih di teetapkan beerdasarkan suara teerbanyak pada 

TPS deengan jumlah peemilih teerbanyak. Keemudian apabila jumlah calon 

teerpilih yang meempeeroleeh suara teerbanyak sama leebih dari 1(satu) calon 

pada wapil deengan TPS hanya 1(satu), calon te erpilih di teetapkan beerdasarkan 

wilayah teempat tinggal deengan jumlah peemilih teerbeesar, kampung de engan 

jumlah peemilih teerbeesar, RT deengan jumlah te erbeesar, atau calon anggota 

BPD deengan usia teertua.  

Seelanjutnya pada peeneetapan dasar peemilihan anggota BPD di 

lakukan seecara beeruntun sampai deengan di peeroleehnya anggota BPD teerpilih. 

Keemudian panitia pe engisian meembuat beerita acara dan laporan hasil 

peeneetapan yang ditandatangani ole eh keetua deengan seekurang-kurangnya 

                                                             
35Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Salim 
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2(dua) anggota panitia dan saksi calon, beerita acara di sampaikan ole eh 

panitia keepada Rio paling lama 7(tujuh hari) hari se ejak calon anggota BPD 

teerpilih diteetapkan oleeh panitia. Seelanjutnya beerita acara dan laporan di 

sampaikan oleeh rio keepada Bupati meelalui Camat paling lama 3 hari seejak 

di teerimanya beerita acara dari panitia pe engisian untuk di re esmikan 

Bupati.Hal ini juga didukung de engan wawancara peenulis deengan keetua BPD 

seebeelumnya atas nama Bapak Subhan ,be eliau meengatakan bahwa : 

"Pada peeneetapan calon anggota BPD teerpilih, saya se elaku keetua 

seeteelah meeneetapkan calon anggota BPD te erpilih dan meembuat beerita 

acara seerta laporan hasil pe eneetapan dan saya me enyeerahkan keepada 

rio 5 hari se eteelahnya"36  

 

j. Peembeeritahuan calon anggota BPD teerpilih 

 

Pada tahapan ini peembeeritahuan calon anggota BPD te erpilih 

dilakukan seeteelah di teetapkan oleeh panitia peengisian dan peembeeritahuan 

disampaikan se ecara teertulis keepada calon anggota BPD te erpilih. Beerdasarkan 

wawancara deengan panitia atas nama Ade e, Ia meengatakan bahwa :  

"Seeteelah diteetapkannya calon anggota BPD saya se elaku anggota 

panitia mau meenyampaikan peembeeritahuan deengan surat pada calon 

anggota BPD teerpilih"  

 

k. Peereesmian anggota BPD  

Pada tahapan ini pe ereesmian anggota BPD dite etapkan deengan 

keeputusan Bupati paling lama 30 hari se ejak di teerimanya beerita acara dan 

laporan dan ke eputusan Bupati teerseebut beerlaku seejak tanggal peengucapan 

sumpah dan janji anggota BPD. Peengucapan sumpah janji anggota BPD 

                                                             
36 Wawancara dengan mantan ketua  BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo atas nama bapak Subhan 
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dipandu oleeh Bupati atau peejabat yang di tunjuk paling lama 30 hari se ejak 

diteerbitkannya keeputusan Bupati meengeenai peereesmian anggota BPD. Hal ini 

juga didukung deengan adanya wawancara pe enulis deengan kasi Peemeerintah 

beernama Alfin meengatakan bahwa :  

"Saya juga ikut dalam peereesmian anggota BPD yang dilaksanakan di 

Kantor camat untuk pe engucapan sumpah janji anggota BPD atas 

keeputusan Bupati meelalui Camat seebulan seeteelah peeneetapan panitia 

oleeh panitia peengisian”37 

 

Keemudian dibawah ini pe enulis meenjabarkan prose edur peelaksanaan 

peengisian keeanggotaan BPD di Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo beerdasarkan Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 

Tahun 2020 Teentang BPD, de engan didukung adanya data yang pe enulis 

dapatkan dalam peeneelitian beeseerta wawancara,, deengan proseedur seebagai 

beerikut: 

1) Panitia peengisian anggota badan pe emusyawaratan deesa meelakukan 

peenjaringan dan peenyaringan bakal calon anggota badan pe emusyawaratan 

deesa dalam jangka waktu 6 (eenam) bulan seebeelum masa keeanggotaan 

badan peemusyawaratan dusun be erakhir. Dimana pe embeentukan panitia 

peemilihan keeanggotaan badan pe emusyawaratan dusun pada Dusun Sarana 

Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo pada masa pe emilihan 

keeanggotan badan peemusyawaratan dusun, Beerdasarkan data yang di 

peeroleeh dari badan peemusyawaratan deesa kabupateen bungo teerdapat 5 

panitia peegisian anggota badan pe emusyawaratan dusun. 

                                                             
37 Wawancara dengan kasi pemerintahan Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo atas nama bapak Alfin 
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  Tablee I. 

Hasil peeneetapan panitia peengisian anggota badan pe emusyawaratan 

dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en 

Bungo 

No Nama Jabatan 

1 Purwanta Keetua  

2 Sahari Anggota  

3 Darwis Anggota  

4 Donri Anggota  

5 Zulkarnain Anggota  

Sumbeer: Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

 

Data diatas meenunjukkan teerdapat 5 orang panitia pe engisian 

keeanggotaan badan peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya 

keecamatan Bathin III kabupateen Bungo, yang di keetuai oleeh Purwanta, 

deengan 4 (eempat) orang anggota yaitu sahari, Darwis, donri, dan 

zulkarnain. 

2) Panitia peengisian meeneetapkan calon anggota badan pe emusyawaratan 

dusun yang jumlahnya sama atau le ebih dari anggota badan 

peemusyawaratan dusun yang di laksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan 

seebeelum masa keeanggotaan badan pe emusyawaratan dusun beerakhir. Pada 

proseedur ini, Peemilihan anggota badan pe emusyawaratan dusun Di Dusun 

Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo meemiliki 3 (tiga) 

peerwakilan daeerah dan 1 (satu)  keeteerwakilan geendeer dari 3 (tiga) dusun. 

3) Dalam hal meekanismee peengisian keeanggotaan badan pe emusyawaratan 

dusun di teetapkan meelalui prosees peemilihan langsung, panitia pe engisian 

meenyeeleenggarakan peemilihan langsung calon anggota badan 
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peemusyawaratan dusun. Dimana be erdasarkan peeneelitian di Dusun Sarana 

Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo didapatlah data be erdasarkan 

tablee beerikut: 

Tablee II. 

Calon peerwakilan anggota badan pe emusyawaratan dusun di Dusun 

Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo beerdasarkan 

keeteerwakilan daeerah dan keeteerwakilan geendeer 

No Jeenis keeteerwakilan/ 

kampung 

Jumlah 

peelamar 

Jumlah peelamar 

yang meemeenuhi 

syarat 

1 Teeluk beeringin 3 3 

2 Tanah harapan 4 4 

3 Sungai aur 1 1 

4 Keeteerwakilan geendeer 7 7 

Sumbeer: Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupateen Bungo 

 

Beerdasarkan data di atas dike etahui bahwa teerdapat 3 (tiga) dusun 

yang beerpartisipasi dan pe encalonan beerdasarkan keeteerwakilan daeerah, 

diantarnya: Kampung teeluk beeringin deengan 3 jumlah pe elamar yang 

meemeenuhi syarat yaitu atas nama fahrurozi, yuda kholis dan abdul khodir. 

kampunf tanah harapan de engan 4 jumlah pe elamar yang meemeenuhi syarat 

diantaranya adi sahputra, samsul bahri, jusman, dan suhardi. kampung 

Sungai aur deengan 1 jumlah pe elamar yang meemeenuhi syarat, atas nama 

hasan basri. Se edangkan beerdasarkan keeteerwakilan geendeer, teerdapat 7 

peelamar yang meemeenuhi syarat, diantaranya irmaye eni., ami salmah, le eni 

Suryani., eendang, murniwati, kholifah, dan me egawati. 

4) Dalam hal meekanisme e peengisian keeanggotaan badan peemusyawaratan 

dusun jumlah peemilih diteetapkan meelalui prosees wilayah peerwakilan, calon 

anggota badan peemusyawaratan dusun dipilih dalam prose es wilayah 

peerwakilan, dimana calon anggota badan pe emusyawaratan dusun dipilih 
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meelalui prosees wilayah peerwakilan oleeh unsur Masyarakat yang 

meempunyai hak pilih. 

Tablee III. 

Data jumlah peemilih pada peengisian anggota badan pe emusyawaratan 

dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo  

 

 

 

  Sumbeer: Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

 

Beerdasarkan wawancara de engan irmayani seelaku seekreetaris dusun, 

meenyatakan bahwa jumlah pe enduduk keeseeluruhan adalah 1.598 jiwa, 

dimana jumlah peenduduk teerseebut beerasal dari 3 (tiga) de esa yaitu kampung 

teeluk beeringin, kampung tanah harapan, dan kampung Sungai aur. Dimana 

jumlah hak pilih dari 3 (tiga) kampung te erseebut seesuai deengan tablee diatas. 

5) Hasil peemilihan langsung di sampaikan ole eh panitia peengisian anggota 

badan peemusyawaratan dusun ke epada Rio paling lama 7 (tujuh) hari se ejak 

diteetapkan hasil pe emilihan langsung atau musyawarah pe erwakilan. Dan 

Hasil peemilihan langsung atau musyawarah pe erwakilan disampaikan ole eh 

Rio keepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari se ejak diteerima nya hasil 

peemilihan dari panitia pe engisian untuk di re esmikan oleeh bupati. 

Tablee IV. 

Hasil peemilihan langsung anggota badan pe emusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo  

No Nama Jabatan 

1 Hasan basri Keetua  

2 Abdul khadir Wakil keetua 

3 Ami salmah Seekreetaris  

4 Adi Saputra Anggota 

5 Syamsul bahri Anggota  

  Sumbeer: Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

No  Kampung Jumlah hak pilih 

1 Teeluk beeringin 573 

2 Tanah harapan 790 

3 Sungai aur 235 
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  Beerdasarkan wawancara dari purwanta se elaku keetua BPD yang 

meenjabat saat itu me engatakan bahwa: 

“beerdasarkan peemilihan langsung yang te elah diadakan maka 

didapatlah para pe ejabat badan peemusyawaratan dusun yaitu: Hasan 

basri seelaku keetua badan peemusyawaratan dusun, abdul kadir se elaku 

wakil keetua badan peemusyawaratan dusun , ami salmah se elaku 

seekreetaris badan pe emusyawaratan deesa, seerta adi Saputra dan 

syamsul bahri se elaku anggota badan pe emusyawaratan dusun”38 

 

 

Beerdasarkan hasil pe eneelitian di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin 

III kabupateen Bungo, peemilihan anggota badan pe emusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo teelah sah dan 

seesuai deengan peeraturan daeerah bungo nomor 4 tahun 2020 te entang badan 

peermusyawaratan dusun, dimana prose edur yang teelah di jabarkan di atas 

teelah teerpeenuhi dan teerlaksana deengan baik. 

Di peerkuat deengan hasil wawancara de engan 10 peertanyaan deengan 

6 orang narasumbeer di antaranya: 

Tablee V 

Daftar narasumbeer teerkait peengisian anggota badan pe emusyawaratan 

dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

No Nama Jabatan 

1 Heerman  Rio 

2 Syamsul bahri Anggota badan peemusyawaratan de esa 

3 Irmayani Seekreetaris deesa 

4 Amran Tokoh agama 

5 Suparman  Tokoh Masyarakat 

6 Andi Kurniawan Warga 

Sumbeer : Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

                                                             
38 Wawancara dengan bapak purwanta selaku badan pemusyawaratan dusun di Dusun 

Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo 
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Wawancara peertama di lakukan de engan bapak Heerman seelaku Rio 

Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo, dimana bapak 

heerman meenje elaskan: 

“Panitia peelaksana peengisian badan peemusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo dibeentuk 

6 bulan seebeelum beerakhirnya masa ke eanggotaan badan 

peemusyawaratan dusun yang lama, dimana pe embeentukan panitia 

beerjalan deengan baik dan seesuai proseedur beerdasarkan peeraturan 

daeerah bungo nomor 4 tahun 2020 teentang badan peermusyawaratan 

dusun, panitia teerseebut di beentuk oleeh Rio yang lama yang pada saat 

peemilihan badan pe emusyawaratan dusun be erlangsung masih 

meemangku jabatan yaitu bapak Muhammad yusuf”.39 

 

 

Leebih lanjut, saya meelakukan wawancara deengan seekreetaris dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo atas nama ibu 

Irmayani, beeliau meenjeelaskan bahwa:  

“Pada saat peemilihan anggota badan pe emusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupateen Bungo tahun 

silam, peemilihan langsung teerseebut di awasi oleeh beebeerapa orang dari 

pihak keecamatan, dan peengumuman hasil pe emilihan langsung 

anggota badan peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya 

keecamatan Bathin III kabupate en Bungo di lakukan se ecara langsung 

deengan meembaca hasil suara di hari pe emilihan anggota badan 

peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III 

kabupateen Bungo teerseebut.”40 

 

Saya juga meendapatkan keeteerangan dari anggota badan 

peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III 

kabupateen Bungo , yang mana pada saat ini be eliau meenjabat seebagai keetua 

badan peemusyawaratan dusun Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III 

                                                             
39Wawancara dengan bapak herman selaku kepala desa Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo saat ini. 
40 Wawancara dengan ibu sekretaris desa Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo atas nama ibu Irmayani. 
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kabupateen Bungo atas nama Hasan basri. Be eliau meembeerikan peernyataan 

bahwa: 

“Pada peemilihan langsung badan pe emusyawaratan dusun di Dusun 

Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo tahun 2022 

beerjalan seesuai deengan proseedur yang ada, yaitu me engikuti peeraturan 

daeerah bungo nomor 4 tahun 2020  teentang badan peermusyawaratan 

dusun, tanpa adanya prose edur yang teerleewat. Dimana peengumuman 

hasil peemilihan langsung anggota badan peemusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupateen Bungo di 

lakukan seecara langsung di hari pe emilihan langsung itu di adakan 

seehingga meeminimalisir teerjadinya keecurangan.”41 

 

Informasi juga saya pe eroleeh dari tokoh agama dan tokoh Masyarakat 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupateen Bungo atas nama 

Amran seelaku tokoh agama dan Suparman se elaku tokoh Masyarakat, yang 

meembeerikan peernyataan bahwa: 

“Seebeelum peemilihan anggota badan pe emusyawaratan dusun di 

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo 

diadakan, anggota badan pe emusyawaratan dusun dan panitia 

peengisian anggota badan pe emusyawaratan dusun di Dusun Sarana 

Jaya keecamatan Bathin III kabupateen Bungo meelakukan sosialisasi 

teerleebih dahulu, dimana pada sosialisi te erseebut di jeelaskan meengeenai 

tata cara peemilihan anggota, waktu peemilihan langsung, dan 

meenghimbau agar masyarakat tidak te erpeengaruh deengan politik 

kotor”42 

 

Peenulis juga meelakukan wawancara teerhadap warga Dusun Sarana 

Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo teerkait tanggapan me ereeka 

teerhadap peemilihan langsung anggota badan pe emusyawaratan dusun di  

Dusun Sarana Jaya ke ecamatan Bathin III kabupate en Bungo, saya 

                                                             
41Hasil wawancara dengan bapak Hasan basri selaku anggota badan pemusyawaratan dusun 

di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo. 
42Wawancara dengan tokoh adat atas nama suparman dan tokoh agama atas nama amran 

Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo 
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meewawancarai salah se eorang warga Beernama Andi Kurniawan, Dia 

meenjeelaskan bahwa: 

“Pada saat 7 (tujuh) hari se ebeelum diadakan nya pe emilihan anggota 

badan peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya ke ecamatan 

Bathin III kabupate en Bungo, diadakannya sosialisasi me engeenai tata 

cara peemilihan, ini sangat be erguna bagi saya seebagai peemilih peerdana 

yang masih bingung de engan tata cara peemilihan langsung, se erta 

dalam sosialisasi yang be erlangsung, diadakannya mate eri meengeenai 

tata cara beersikap untuk meenghindari politik kotor, yang sangat 

beerguna bagi saya“43 

 

Beerdasarkan hasil wawancara de engan para narasumbe er diatas, 

ditariklah keesimpulan bahwa pe emilihan langsung pe engsian anggota badan 

peemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo beerjalan deengan sangat baik, Saat saya me elakukan 

wawancara meengeenai peeraturan daeerah bungo nomor 4 tahun 2020 te entang 

badan peemusyawaratan dusun te erhadap Rio Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan 

Bathin III Kabupate en Bungo saat ini yaitu bapak He erman, beeliau 

meengatakan: 

“Saya sangat teerbantu deengan adanya peeraturan daeerah bungo nomor 

4 tahun 2020 ini, di kare enakan adanya peeraturan daeerah yang khusus 

meemuat dan meenjeelaskan teentang badan peemusyawaratan dusun ini, 

seehingga nantinya tidak ada lagi keebingungan dalam prose es 

peengisian anggota badan pe emusyawaratan deesa, kareena seemuanya 

sudah teerteera rinci meekanisme enya, khususnya di Dusun Sarana Jaya 

keecamatan Bathin III kabupate en Bungo”44 

 

Beerdasarkan peengamatan dan peeneelitian yang peenulis lakukan, 

deengan adanya peeraturan daeerah bungo nomor 4 tahun 2020 teentang badan 

                                                             
43 Wawancara dengan salah seorang warga Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo atas nama andi kurniawan 
44Wawancara dengan kepala Rio Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas 

nama bapak Herman. 
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peemusyawaratan dusun yang me engatur seecara khusus meengeenai badan 

peemusyawaratan dusun, dimana se ebeelumnya hal meengeenai badan 

peemusyawaratan deesa itu di atur dalam peeraturan daeerah bungo nomor 10 

tahun 2016. Namun dalam pe eraturan daeerah teerseebut, badan 

peemusyawaratan dusun tidak di atur se ecara khusus dalam siste em peengisian 

keeanggotaan badan peemusyawaratan deesa. 

Dalam peeraturan daeerah bungo yang baru, yaitu Peeraturan Daeerah 

Bungo nomor 4 Tahun 2020 me enjeelaskan leebih leengkap dan eefisieen, dimana 

pada peeraturan deesa daeerah bungo me ekanismee mulai dari sosialisasi, 

peendaftaran, peenyaringan dan pe eneetapan anggota badan pe emusyawaratan 

dusun dan seeteerusnya. seehingga di nilai leebih meemudahkan Peemeerintah Dusun 

dalam meenjalankan peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD seecara langsung. 

B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III 

kabupaten Bungo  

1. Sosialisasi  

Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 tahun 2020 Te entang 

Badan Peermusyawaratan Dusun, sosialisasi pe engisian keeanggotaan yang 

sangat kurang kare ena baru peertama kali dilakukannya pe emilihan langsung  

meenjadikan Peemeerintah Dusun Sarana Jaya te ergeesa-geesa dalam peersiapan 

dan peelaksanaan peengisian anggota BPD te erseebut, hal ini dise ebabkan 

meekanisme e tata cara peengisian BPD yang diatur di dalam Undang-undang 

Nomor 4 tahun 2020 beerbeeda deengan peemilihan-peemilihan BPD 
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seebeelumnya yang meenggunakan musyawarah pe erwakilan untuk peemilihan 

calon anggota. 

Peernyataan ini didukung de engan adanya wawancara pe enulis deengan 

kasi keeseejahteeraan yang Beernama Ridho yang dulunya me enjadi panitia 

peengisian beeliau meengatakan bahwa: 

 “saat sosialisasi me emang teerkeendala kareena masyarakat be elum 

banyak yang meengeetahui meengeenai peengisian anggota BPD deengan 

meekanisme e peemilihan langsung de engan adanya peeraturan baru ini 

jadi kami para peerangkat harus e ekstra beerusaha deengan meelakukan 

beerbagai peengumuman deengan meeneepeel peembeeritahuan pada 

madding di kantor kantor yang ada di Dusun Sarana Jaya. Namun, 

sayangnya tidak banyak masyarakat yang me embaca peengumuan 

teerseebut, jadi kami me elakukan sosialisasi me elalui grup whatsApp 

Dusun”45 

 

2. Penetapan Wilayah 

Beerdasarkan wawancara de engan bapak Heerman seelaku Keepala 

Dusun sarana Jaya Keecamatan bathin III Kabupate en bungo, dikeetahui bahwa 

peeneetapan wilayah pe emilihan dalam peengisian anggota BPD me enjadi 

peermasalahan awal muncul dalam musyawarah dusun yang me embahas 

peersiapan peelaksanaan peengisian anggota BPD. Ke eteentuan yang 

meenyatakan bahwa 1 (satu) wilayah pe emilihan dapat be erupa dusun atau 

gabungan dusun, RW atau gabungan RW, dan atau RT atau gabungan RT 

deengan meempeerhatikan jumlah pe enduduk seecara proporsional, diasumsikan 

oleeh seebagian peeseerta musyawarah dapat me enjadi ceelah bagi Peemeerintah 

Dusun Sarana Jaya untuk me engkondisikan calon anggota BPD. Seebagian 

                                                             
45Wawancara dengan kaur Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas 

nama bapak Ridho 
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peeseerta musyawarah masih be eranggapan bahwa Pe emeerintah dusun, dalam 

hal ini Keepala Dusun sangat be erkeepeentingan untuk me ensukseeskan calon 

anggota BPD yang be erasal dari pe endukung keepala dusun. 

Hal ini dipeerkuat deengan adanya wawancara keepada panitia 

peengisian yang be ernama  Adee Deesriani, disini Ade e meengatakan : 

"pada saat musyawarah dusun me emang ada seedikit peermasalahan 

dimana seebagian peeseerta meenganggap keepala dusun hanya 

meeloloskan calon anggota yang be erasal dari RT teempat tinggal 

keepala dusun atau yang be erasal dari peendukung keepala dusun kareena 

adanya peeneetapan wilayah"46 

 

3. Penetapan Proses Pengisian Anggota BPD yang cukup alot pada saat 

musyawarah desa. 

 

Dinamika yang be erkeembang dalam musyawarah dusun adalah 

adanya keeinginan seebagian peeseerta musyawarah agar prose es peengisian 

anggota BPD dilaksanakan de engan peemilihan musyawarah pe erwakilan 

sama halnya se epeerti peemilihan seeblumnya. keemudian ada pula se ebagian 

peeseerta yang meenginginkan peemilihan langsung kareena peeseerta musyawarah 

beerasumsi bahwa deengan peemilihan seecara langsung suasana deemokrasi leebi 

teerjamin dan akan me eminimalisir keecurangan.oleeh kareena itu musyawarah 

Dusun beerlangsung 3 hari kare ena peerbeedaan peendapat. Peemeerintah Dusun 

meenawarkan opsi pe emilihan langsung se esuai deengan peeraturan daeerah 

teerbaru meengeenai peemilihan keeanggotaan BPD 

Beerdasarkan wawancara de engan  ibu Seekar Lina Wijayanti se elaku 

kaur peereencanaan, meengatakan bahwa : 

                                                             
46Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama Ade Desriani 
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 "Pada saat musyawarah dusun se ebagian peeseerta musyawarah 

meeminta agar prosees peengisian anggota BPD dilaksanakan de engan 

peemilihan musyawarah pe erwakilan seepeerti peemilihan seebeelumnya 

kareena meereeka meenganggap musyawarah pe erwakilan leebih eefisie en 

dari seegi waktu namun, ada pula se ebagian peeseerta yang meeminta 

peemilihan langsung kare ena meereeka meenganggap hal itu le ebih 

deemokrasi dan me enceegah keecurangan oleeh pihak yang tidak 

beerweenang kareena peerbeedaan peendapat teerseebut musyawarah dusun 

dipeerpanjang untuk me enceegah teerjadinya konflik dan hasil dari 

musyawarah dusun dipilihlah pe engisian keeanggotaan BPD de engan 

peemilihan langsung"47 

 

4. Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD 

Pada saat musyawarah dusun pe embeentukan panitia peengisian 

anggota BPD dilaksanakan 6 (eenam) bulan seebeelum beerakhirnya masa 

anggota BPD se ebeelumnya, seedikit sulit untuk me encari masyarakat yang 

beerseedia meenjadi Panitia Pe engisian Anggota BPD di dusun Sarana Jaya 

Keecamatan Bathin III, dan. seebagian beesar Peeseerta musyawarah 

beeranggapan bahwa me enjadi Panitia Pe engisian Anggota BPD akan 

meereepotkan dan meenyita waktu deengan keesibukannya yang lain, apalagi 

teerkait honor panitia yang be elum teentu seesuai deengan jeerih payah yang 

dikeeluarkan. 

Beerdasarkan wawancara de engan panitia peengisian yang be ernama 

Meega, Ia Meengatakan: 

"meemang seedikit sulit untuk me encari masyarakat yang mau me enjadi 

panitia peengisian kareena banyak yang meengira keerjaan panitia 

peengisian akan sangat sibuk beegitupun saya se ebeelumnya juga 

eenggan untuk beergabung kareena saya meengira honor panitia be elum 

teentu seesuai harapan saya kareena pada saat itu saya diajak ole eh teeman 

                                                             
47Wawancara dengan ketua BPD Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo priode sebelumnya atas nama ibu Sekar Lina wijayanti  
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saya dan keebeetulan saya juga tidak te erlalu sibuk jadi saya mau untuk 

ikut beergabung"48 

 

5. Penyusunan RAB 

Meenurut anggota panitia Pe engisian Anggota BPD Dusun sarana 

jaya, seekaligus seebagai Kaur keeuangan dusun Sarana Jaya, pe embuatan 

Reencana Anggaran Biaya (RAB) se ebeenarnya bukan hal yang sulit, namun 

peembatasan beesaran honor Panitia Pe engisian Anggota BPD ole eh indeeks 

Kabupateen meenjadi keendala teerseendiri dilapangan kare ena dalam Peeraturan 

Daeerah kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 2020 teentang Badan 

Peermusyawaratan Dusun baru diundangkan Bulan juli 2020 de engan 

meekanisme e peengisian keeanggotaan BPD de engan peemilihan seecara lansung 

beerbeeda deengan tahun seebeelumnya yang masih me enggunakan meekanisme e 

musyawarah dalam pe engisian keeanggotaan BPD. Hal ini te entunya 

meemeerlukan dana yang cukup le ebih banyak dibandingkan seebeelumnya 

untuk keeleengkapan dan alat dalam pe emilihan keeanggotaan BPD deengan 

adanya sisteem peemilihan langsung  

Hal ini dipeerkuat deengan wawancara peenulis keepada kaur keeuangan 

yang beernama July Wijaya, be eliau meengatakan: 

"Pada saat saya meembuatkan reencana anggaran biaya (RAB) 

meengeenai peembatasan beesaran honor panitia pe engisian oleeh indeeks 

Kabupateen seedikit meenjadi keendala kareena seebeelumnya peengisian 

keeanggotaan BPD masih me enggunakan siste em musyawarah 

peerwakilan teentunya dana yang dike eluarkan leebih seedikit 

dibandingkan deengan peemilihan langsung kareena banyak yang harus 

                                                             
48Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama Mega  
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dileengkapi seepeerti alat praga dalam sosialisasi maupun honor untuk 

panitia peengisian"49 

 

6. Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD 

Dalam hal peendaftaran bakal calon anggota BPD Dusun sarana Jaya 

yang beerlangsung 7 hari, hampir se emua bakal calon me endaftarkan diri di 

meenit-meenit teerakhir, itupun deengan dorongan dari Pe emeerintah Dusun dan 

Panitia Peengisian BPD Dusun sarana Jaya. Singkatnya, keeinginan 

masyarakat untuk be erpartisipasi aktif dalam pe engisian anggota BPD masih 

reendah. Dan keendala dalam meemeenuhi syarat yang meenjadi Seebagian alasan 

meengapa meendaftar din hari te erakhir, akibatnya hampir saja panitia 

Peengisian BPD Dusun Sarana Jaya me empeerpanjang waktu peendaftaran, 

kareena seetiap wilayah pe emilihan dan peerwakilan peereempuan masih seedikit  

yang meendaftar di hari te erakhir peendaftaran. Baru pada me enit-meenit teerakhir 

seebeelum peenutupan peendaftaran seemua wilayah peemilihan dan peerwakilan 

peereempuan, peendaftar teerpeenuh. 

Beerdasarkan wawancara yang pe enulis lakukan deengan salah satu 

panitia peengisian yaitu de engan bapak Alvin, Ia me engatakan: 

"meengeenai peendaftaran bakal calon anggota pada saat peendaftaran 

banyak bakal calon anggota yang baru mau me endaftar pada hari 

teerakhir dan beebeerapa pula yang meendaftar diawal namun be erkasnya 

kurang dan baru meeleengkapi di hari teerkahir peendaftaran hampir saja 

kita seebagai panitia saat itu hampir me empeerpanjang waktu 

peendaftaran, mungkin warga dusun me emang leebih suka deeadlinee"50 

 

 

                                                             
49Wawancara dengan Kaur keuangan Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten 

Bungo atas nama bapak July Wijaya 
50Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan 

Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Alvin 
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Beerdasarkan hasil wawancara dari pe engamatan dan peeneelitian yang 

peenulis lakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih dite emukan 

beebeerapa keendala-keendala dalam peelaksanaan peengisian keeanggotaan BPD 

di Dusun Sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III Kabupateen Bungo beerdasarkan 

Peeraturan Daeerah Bungo nomor 4 tahun 2020 teentang Badan 

Peemusyawaratan Dusun, Namunh al itu dapat dise eleesaikan deengan baik ole eh 

Peemeerintah Dusun, keendala seemacam itu teentunya sudah seering teerjadi pada 

sisteem peemilihan langsung  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Peelaksanaan peengisian keeanggotaan badan pe emusyawaratan deesa di Dusun 

Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupateen Bungo diatur ole eh Peeraturan 

Daeerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 teentang Badan Peermusyawaratan Dusun. 

Seemua Masyarakat patuh dan tunduk teerhadap Peeraturan Daeerah Bungo 

nomor 4 Tahun 2020 teentang Dusun teerseebut. Seehingga peelaksanaan 

peengisian keeanggotaan badan peemusyawaratan deesa dilakukan seesuai deengan 

meekanisme e pada pasal 15 ayat (2) huruf a Pe eraturan Daeerah Bungo nomor 4 

Tahun 2020 teentang Badan Pe ermusyawaratan Dusun yang be erjalan lancar..  

2. Teerdapat pula keendala-keendala dalam pe elaksanaan peengisian keeanggotaan 

Badan Peermusyawaratan Dusun di De esa sarana Jaya Ke ecamatan Bathin III 

Kabupateen Bungo yang meeliputi keendala dalam sosialisasi, pe endaftaran bakal 

calon, peeyusunan RAB, pe eneetapan calon, seerta peeneetapan panitia peengisian. 

hal ini teentunya wajar saja te erjadi dalam pe elaksanaan peengisian keeanggotaan 

BPD deengan meekaninimee peemilihan langsung. 

B.  SARAN  

Deengan adanya Peeraturan Daeerah Kabupateen Bungo Nomor 4 Tahun 

2020 teentang BPD yang me engatur teentang Badan Peemusyawaratan Deesa yang 

leebih khusus pada pasal 15 deengan meenjeelaskan meekanismee atau proseedur 

peengisian deengan sangat rinci, diharapkan akan le ebih meemudahkan bagi 

peemeerintah dusun dalam me elalukan peelaksanaan peengisian keeanggotaan Badan 
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Peermusyawaratan Dusun di se emua kalangan Dusun yang ada di kabupate en 

Bungo, khususnya Dusun Sarana Jaya keecamatan Bathin III kabupate en Bungo. 

Dan untuk meeminimalisir te erjadinya banyak ke endala dalam pe elaksanaan 

peengisian keeanggotaan BPD. Pe emeerintah Dusun se ebaiknya harus le ebih 

meemahami bagaimana me ekanismee ataupun proseedur dalam peemilihan dan 

meengkaji seebeelumnya apa saja yang akan dapat be erdampak meengalami 

keesulitan dalam pe elaksanaan, seehingga peemeerintah dusun dapat leebih optimal 

dalam meelaksanakan peemilihan keeanggotaan BPD seecara langsung.  
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LAMPIRAN            

Bukti Surat Keputusan Hasil Pemilihan Langsung BPD KAB. BUNGO 
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Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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